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1.1,

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) membutuhkan
penjelasan yang mendasarinya sebagaimana ketentuan Pasal 317 avat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan
bahwa Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APRD disertal
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan
bersama. Adapun yang dimaksud dengan penjelasan dan dukumen pendukung antara
lain perubahan RKPD, dan perubahan KUA serta PPAS. Schingga pada tahapan
perencanaan dan penganggaran kevangan daerah, pada langkah awal perlu disusun
dokumen Perubahan Kebiljakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perencanaan pembangungan dan penganggaran keuangan daerah merupakan bagian
penting dalam penyusunan kebifakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Proses inl memeriukan sinergitas guna terintegrasinya rencana pembangunan dengan
anggaran kevangan daerah untuk dapat dimuat dalam dokuwmen Perubahan APBD.
Untuk melaksanakan rencana pembangungan/rencana kerja dan anggaran tersebut,
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan APBD TA 2024 melalui
Peraturan Dasrah Provinsi Kepulauan Riau Nomor § Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 [Lembaran Daerah Provinsi
Kepulaoan Riau Tahun 2023 Nomar 5).

Dalam pelaksanaan dasar pengelolaan kevangan dacrah, hingga semester pertama
APBD Tahun 2024, berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD terdapat
indikasi ketidaksesuatan kemampuan keuangan Daerah saat APBD Murni ditetaphkan
dengan perkembangan kondisi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah. Mengacu
pada hal tersebut, maka KUA-PPAS Provinsi Kepulavan Riau Tahun 2024 perlu
dilakukan penyesualan.

Pacda tataran teknis beberapa hal vang menjadi pertimbangan untuk dilakukan
perubahan KUA-PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2024 antara lain:

1} Perubahan kondisi ekonomi makro daerah yang berpengaruh terhadap kondisi
keuangan dacrah.

2} Perubahan provelksi pendapatan daerah berdasarkan hasil ewvaluasi terhadap
realisasi penerimaan Pendapatan Daersh sampai dengan bulan Juni 2024,

3} Adanya perubahan kebijakan pada tingkat pusat vang berkaitan dengan keuangan
dacrah maupun kebijakan teknis lainnya seperti penyesuaian pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana Surat Edaran Menteri
Balam Meger! Momor Q00017 /1369 /5) tentang Pemberian Tunjangan Harl Baya
dan Gajl Ketiga Belas Yang Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024.
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4] Penyesuaian target kinerja vang harus dicapal sebagal akibat penambahan,
pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2024

5] Penyesuaian proveks! penerimaan SiLPA sesuai basil audit Badan Pemeriksa
Keuangan [BPE)} RI Perwakilan Provinsi Kepulavan Riaw.

6] Penyesuaian Belanja Pegawai dan Belanja Jasa Tenaga Non ASN berdasarkan hasil
rekonsilisasi gaji.

Beberapa hal diatas dapat menyebablan terjadinya perubahan target pendapatan,
belanja dan pembiayaan sehingga perlu dilakukan penvesudian terhadap struktuor
APBD Tahun 2024 dengan melakukan Perubahan APBD Tahun 2024.

Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
melalul Pasal 161 telah mengamanatkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah disusun berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan
dapat dilakukan apabila terjadi:

1] perkembangan vang tidak sesual dengan asumsi KUA;

2] keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
ofganisasi, antar unit organisasi antar program, antar keglatan, antar sub
kegiatan dan antar jenis belanja;

1) keadaan yvang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan;

4) keadaan darurat; dan/atau
53) keadaan luar biasa.

Selanjutnya mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Kevangan Daerzh, dan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor
77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kevangan Daerah, terdapat
ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

a, Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
1) pelampavan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
Z) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
1) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

b, Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsl
KUA ke dalam rancangan perubahan KUA scria perubahan PPAS berdasarkan
perubahan REPD.

¢. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi
dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Mengingat pentingnya dokumen Perubahan KUA maka penyusunannys memerluban
rahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses dalam penyusunan Perubahan
KUA adalah:

PERUBAHAN HEBIJAMAN UMUM APBD PROV. HEPULAUAN RIAU I-8
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1] Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan menginventarisir serta

menefaah kegiatan-kegiatan yang thdak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir
tahumn;

) Menginventarisir penambahan/pengurangan anggaran sesual dengan kebutuhan
dan prioritas pembangunan daerah sampai dengan akhir tahun;

1) Menentukan kegiatan yang dapat dikurangt maupun dihapus untuk memenuhi
kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampal dengan
akhir tahiin;

4} Menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi di
lapangan serta penyusualan atas kebijakan baru sehingga perlu disusun
keglatan/sub kegiatan baru.

Dengan memperhatikan penjelasan diatas maka perlu disusun dokumen Perubahan
Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riauw Tahun 2024. Diharapkan
dengan disusunnya dokumen Perubahan KUA ini maka dapat menghasilkan kebijakan
yang lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagal pedoman
penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024.

Setelah dokumen perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ini tersusun, selanjutnya
Rancangan perubahan KUA dan Rancangan perubahan PPAS akan disampalkan Kepala
Daerah kepada DPRD. Kemudian menurut Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomar 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala
Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan
Agustus dalam tahun anggaran berkenaan,

Selanjutnya sesual Pasal 310 ayat (3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagal
bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berikutnya
Secara diagramatlk alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampal
dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut;
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1.2, Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyvusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan
Riau Tahun Anggaran 2024 sebagai berikutL

1)

2)

3)

4)

5]

1.3.

Memberikan penjelasan perubahan asumsi vang mendasari Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024;

Memberikan penjelasan perlunya penyesuajan kebijakan terkait pendapatan,
belanja dan pembiayaan daerah yang periu dilakukan perubahan pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran Ziv24;

Sebagai dasar untuk menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Z024;

Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilal usulan
Perubahan REA SKPDY

Sebagal dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provingi Kepulauan
Riau Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Rizu {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PERUBAHAN HEBIJAHAN UMUM APBD PROV. HEPULAUAN RIAU
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2]

4]

4]

3)

6)

7

8)

9)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuvangan Megara {Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang MNomor 25 Tahun Z004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomaor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 5587), sehagaimana telah diubak beberapa kall
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atdas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015 MNomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S679):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentsng Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757];

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana tetah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2017 Nomaor 77,
Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042];

Peraturan Pemerintah Nomaor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
[Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178):

10} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

11} Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 6323F);

12} Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembaniuan (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
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13} Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

14} Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 107;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan |angka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16) Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasl,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengefelaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781};

18] Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

19] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

20) Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verlfikas), Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasl, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

£1] Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Tahun 2005- 2025 [Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomaor 2];

22] Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Dagrah Provinsi Kepulavan Riau tahun 2016 Nomor 7):

23] Peraturan Daergh Provins! Kepulavan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2006 Nomor 1);

24] Peraturan Daerah Provins! Kepulavan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah Provingi Kepulavan Riau Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulagan Rizu tahun 2021 Nomor 3);
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25) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulavan Riau Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulavan Riau Tahun 2022 Nomor
53

26) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);

27] Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan
Rencana Kerfa Pemerintah Daerah Provinsl Kepulauan Riau Tahun 202 4 (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 986).
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BAE LI
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Secara tahunan, sejak tiga tahun terakhir perekonomian Provinsi Kepulauan Riau
terus mengalami pertumbuhan setelah sebelummnya pada tahun 2020 mengalami
penurunan tajam pada posisl -3.8%, kemudian tumbuh menjadi 3.43% pada tahun
2021, dan terus tumbuh menjadi 509% pada tahun 2022, Selanjutnya pada tahun
2023 perekonomian tumbuh sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023
Irni sedikit Lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbihan ekonomi Nasienal yang
tumbuh sebesar 5,05%.

Gambar (1. 1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepualauan Riou dengan Nasional

Tahun 201 6-2023
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Sumber: BPS RI, 2024

. Pertumbuban Ekenomi Menurut Lapangan Usaha
1) Pertumbuhan Ekenomi Triwulan 1-2024 Terhadap Triwulan 1-2023 (y-on-y)

Perekonomian Kepulavan Riau pada triwulan 1-2024 tumbub sebesar 501 persen
dibanding periode vang sama tahun sebelumnya, angka ini tumbuh lebih lambat
dibanding pertumbuban triwulan 1-2023 (y-on-y) vang tumbuh sebesar 6,51 persen.
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Gambar [1. 2
Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 20192023 {v-on-y) [persen)
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Pertumbuhan tertinggi year on year pada triwulan 1-2024 dicapai oleh Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2550 persen; ditkuti
Konstruksi 13,89 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 9,99 persen.

Gambar [ 3
Laju Pertumbuhan (y-on-¥) PDRB Kepulauan Riau Menurat Lapangan Usalia,
Triveutan | 2024 | persen)
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Sumber: BPS Provinsi Kepulawan Riaw, 2024
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Bila dilthat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwalan |-
2024 secara year on year, Konstruksi memberikan andil pertumbuhan tertinggi
sebesar 253 persen; dilkutl Industri Pengolahan sebesar 1,65 persen; dan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajlb memberikan andil

sebesar 0,45 persen,

Garmbar 11 4
Andil Pertumbuhan Y-on-Y PDRBE Menurut Lapangan Usaha (Persen),
Triwulan 1 Tahun 2024
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riaw, 2024

2) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1-2024 Terhadap Triwolan IV-2023 (g-to-q)

Ekonomi Kepulauan Riau triwulan [-2024 mengalami kontraksi sebesar 2,79 persen
bila dibandingkan dengan triwulan IV-2023 {g-to-q) sebesar 6,8 persen,

Gambar 1. 5
Pertumbuhan PDRE Triwulanan, 2020-2024 {g-ta-q) [persen|

T IH TW IV

f:,ﬂll “

1.1:‘:;,/
. il kAT~
e /

131

4'3'\
=

= ==IZ{ =241 2IEE = =3{ZY — =074

Wi W I

Sumber: BFS Provinsi Kepulavan Riau, 2024
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strubtur Ekonomi Kepulavan Riau pada triwulan 1-2024 masih didominasi oleh
Industri Pengolahan (41.47%); Konstruksi {20,57); dan Pertambangan dan Penggalian
(9,768%).

Gambar [ &
Distribusi PORB (ADHB] Provinsi Kepulauan Riau Menurat Lapangan Usaha,
Triwulan 1-2024 [ persen)

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Kategor! yang mengalami kontraksi tertinggi adalah Kategori Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi sebesar 12,79 persen; disusul
Kategor| Jasa Lainnya yang mengalami kontraksi sebesar 9,06 persen.
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Gambar il. 7

Laju Pertumnbuhan Q-to-{) PDRB Menurut Lapangan Usaha [persen ) Triwulan 1-2024 [g-to-g)
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sumber: BPS Provins] Kepulauan Riau, 2024

Andil kontraksi terbesar disumbangkan pleh kategori Konstruksi dengan andil kontraksi
sebesar 1,79 persen; difkuti Kategori Pertambangan dan Penggalian dengan andil
kontraksi sebesar 0,66 persen.

Gambarll, &

Andil Pertumbuhan Q-1o-0 PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan 1-2023
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Sumber: BPS Provinsl Kepolavan Riau, 2024
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Tabel 1.1
PORE Kepulauan Rlaw Mepurul Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan H arga
Konstan 2010 Triwilan 1-2023, Triwulan 1V-2023 dan Triwulan [-207 4
Lmlyar rapiah)

" - _ Harga Berlaka - farga Knastan 2010
pamgan = — Triw |- Triwl- Triw V- Triw
Triw & 2023 Triw I¥- 2023 Sonas 2023 2023 2024
(1] 7] (31 {4 {5) ] {7l
A Pertanian, Kebutanan dan FETTIS 2 i, B 151216 136516 £539,10 143156
Perikanan
B Petambangan dan Penygakan B316,06 B950.04  B37037 516630 527279 492406
-5 Imdustri Pengolahan TA06T A6 3538833 3549598  208BASI 2167237 2169404
o Pengadaan Listrik dan G2 B70,46 o02,63 9138  5D533 52703 53125
E Pengadaan Alr, Penpgeialaan TEAT BS 67 B 4% B,.62 65,72 65,70
Sampah, Limbah dan Banr
Mang
F. Homstruks 15303, 63 1917826 1751070  BE73S0 1105216 100673
G Perdagangan Besar dan 7.086,76 750434 762815 1BG4AE  4D4463 407082
Fceran, Repr arasi Mohil dan
Sepeda Mot )
H Transportasi dan Pergudangan 163328 1,714,567 1.727 36 GBRSS  4TTS6 950l
L Penyediaan Akomodas: dan 1638,33 1.570,15 156364 117518 1.112,22 110492
_ Maban Minum . -
J_ Infermasi dan Komumtkasi 2310,00 230080  L3B06Y 190676  1B9S24 195057
K. lpsa Beuangan dam Asuransi 212842 232452 232950 13836 143181 LAILEL
L ReslEstat 912,59 920,26 04927 624,18 62328 41,90
MK.  Jam Perusahaan Lot L% anz 187 1B8 175
i) Adbministrast Pemenntahan, 150,35 1.136,99 1,951,932 B61,72 1.240,04 108146
Pertah-anan dan Jaminsn
 Sostal Wajlb .
P |asa Pendidikan L116,48 1.099,17 L7 54107 586,75 SE0A
Q [as2 Kesehatan dan Kegistan 67761 TT1A 735,95 47611 53531 506.79
Enstal
RETU Jass Lainnya 205,74 250,88 23122 U713 14164 12682
Ptk ““;g‘ﬂ:;”m i 8131946  H796769 B559544 4080524 5171949 5125049

Keterangan : Anghka Sementara* Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provins] Kepilauan Riaw, 2024

b, Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran
1} Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2024 Terhadap Triwulan [-2023 (y-on-y)

Dari 5isi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan 1-2024 tumbuh hampir pada
semua komponen. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Komponen
Fengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) sebesar 17,76 persen; ditkuti
Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (FMTB) sebesar 836 persen; difkuti
Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 8.09 persen; diikuti
Komponen Met Ekspor sebesar 6,11 persen dan Komponen Pengeiuaran Konsums)
RBumah Tangzga [PK-RT) schesar 4,83 persen.
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Gambar 1. 9

Laju Pertumbuhan PDRE Menurut Pengeluaran Provins| Kepulauan Riau Beberapa
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Sumber: BPS Provinsi Kepulaman Riow, 2024

Bila ditinjau dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan
I-2023 (y-on-y), komponen yang memiliki andil pertumbuhan tertinggl adalah
komponen PMTE dengan andll sebesar 3,05 persen; ditkuti komponen PK-RT dengan
andil 2,22 persen; ditkuti kemponen Net Ekspor dengan andil 0,50 persen; diikatd
komponen PK-P dengan andil 0,13 persen dan PR-LNPRT dengan andil 0,00 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan [-2024 Terhadap Triwulan IV-2023 (g-to-g)

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnyva, ckonomi di riwulan 1-2024
terlontraksi sebesar 2,79 persen. Kontraksi tertinggi terjadi pada Komponen PE-P
sebesar 6292 persen dengan andil 425 persen; ditkuti oleh Komponen PMTEB
terkontraksi sebesar 2,21 persen dengan andil sebesar 0,91 persen, Sementara itu
komponen yang tumbuh positif yaitu Komponen Net Ekspor sebesar 4721 persen
dengan andil peértumbuhan sebesar 527 persen; Komponen PE-LNPRT tumbub
sebesar 4,57 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 0,01 persen dan Kompanen
PE-RT tumbuh 0,49 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 0,19 persen.

— =
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Leambar 11, 10
Laju Pertumbuhan G-to-0 PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan 1-2024 (persen)
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Sumber: BPS Provinsi Kepulagan Riau, 2024

Secara umum, struktur ekonomi di triwulan | 2024 tidak jaub berbeda dibandingkan
triwulan lain dif tahun sebelumnya. Struktur ekonomi menurut pengeluaran didominasi
oleh Komponen PMTH sebesar 44,62 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga sebesar 42,36 persen, diikuti oleh Komponen Net Ekspor
sebesar 10,82 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,71 persen.
Adapun Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Perubahan Inventori kurang
dari 1 persen.

Gaitiber 11, 11
Distribusl PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran

Triwulan 1-2024 [Porsen)
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Sumber: BPS Provinsi Keputauan Riau, 2024
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Tabel 11, 2
PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
2010 Triwulan |-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan 1-2024 (milyar ruplah)

Harpm Berkiku Harga Honstan 2010
Fempoars . Triw V- Triw - Triw k- Triw IV- Triw |-
Temmb A 20237 Z0T4 2023+ 20230 20240
{1 [} &) il [£3] 51 7
1 Pengeluaran Konsursi Ramah Tanggs IAOTIAL 35610 3625081 1939530 023402 2003305
2 Pengelurar Konsursi LNPRT 1876 2169 295 1045 11768 L2306
1 Pengehinran Kunsuresl Pemerinizh AN TS AEZLTL 23643 LEamu4 1,554,000 LIS
4 Pembentulen Modal Tetap fruto JMEIE0  IRWEIIE  BANGEES 1954406 ZLEESST  2L1TT4G
5 Perwhahan Investor 674,74 22003 -l Al 378.54 117040 3632
& Ekspor Barang dan Jass 11428556 11LB1569 104700 T3 THEDSAT  TaOBL 4
T Dikurasgi Impor Barang dan |ja5a 10484155 veET 02 1IHLAFL 61 TLASIES2 T173%. 53 BE.2F6 2R
Produl Domestik Regional Brato (PIRE) AO31946  BIO6TE6  MESDE44  MMHOSI4 5271949  S1IS040
Ketorangan : *Angka Sementara *"Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Kepulaoan Riau, 2024
. PDRB Provinsi di Sumatera
Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan 1-2024 (v-on-y) tumbuh sebesar
4,24 persen sedangkan pertumbuhan q-te-q triwulan 12024 mengalaml kontraksl
sebesar 1,56 persen. Struktur perelonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi
oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,68 persen, sementara Kepulauan Riau berada
pada urutan kelima dengan share sebesar 7,41 persen.
Tabel 11, 3
Ringkasan PDRB per Proving di Pulauw Surmaters Triwulan 1-2024 Tabun Dusar 2010
Kontribusi
Wikiyah PDRE [milyar rupiah) Pertumbuhan [%) terhiadap Pulan
S . I N )
ol _ADHE = ADHK __ qleg  yony
{1l {2i {a} (4] {5 ]
1 Aieh 5156172 3665949 71 =544 4.8 498
Z.  Sumatera Utara 27348690 15281522 0,59 4,88 2368
3 Samatera Barat 165170 48,656,687 Ok 4,37 6,968
4 Riau 26423126 13891843 1,34 J.4d 22.88
5 Jamibi 7458148 4197137 242 183 G460
i, Sumatera Selatan 15602840 20.997.20 002 5,06 13,58
7 Rengkulu 24,669 44 13.024.30 240 4,64 2,14
B Lampung 11209101 6595247 124 13 9,71
9. Kepulauan Bangka Belitung 2517245 1447570 -7.24 1,01 2.18
1. Hepulauan Riau 25,595 44 51.250.44 -39 5.01 741
Sumatera 1.154.869.80 654.803,78 1,56 +.24 100 |
Sumber; BPS Provinsi Kepulauan Rian, 2024 |
|
PERUBAHAN WEBLJAHAN UMUM APBD PROV. KEPULAUAN RIAU ll-22 |

TAHUN ANGGARAN 2024




GCambar Il. 12
Ringkasan PDRE per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan 1-2024 Tabun Dasar 2010
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Sumber: BPS RI, 2024
2.1.2. Inflasi

Inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 adalah sebesar 2,76 persen. Jika
dibandingan Inflasi pada tahun-tahun sebelumnya, sejak tabun 2017 inflasi Provins
Kepulauan Riay senantiasa mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 naik tajam
di angka 5,83 persen dari sebelumya sebesar 2,26 di tahun 2021, Dengan penurunan
angka Inflasi pada tahun tahun 2023 ini, artinya pada tahun 2023 telah terjadi
perbaikan daya beli masyarakat.

Gamibar 1. 13
Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Kepulavan Biau Tahun 2015-2019 (201 2= 1007,
2020-2023 (2018=100] dan 2024 {2022=100)
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024
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Pada Mei 2024, tingkat inflasi y-on-y Provinsi Kepulavan Riau adalah sebesar 3,67
persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,62 pada Mei
2023 menjadi 106,39 pada Mei 2024, Sedangkan jika dilihat dari perbandingan bulan
sebelumnya [m-to-m) maka pada bulan Mei terjadi inflasi sebesar Inflasi sebesar 0,37
persen, inflasi terjadi karena kenaikan lndeks Harga Konsumen (THK) dari 106,00 pada
April 2024 menjadi 106,39 pada Mei 2024, Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-
to-d) sebesar 1,18 persen.

Tahei T1. 4
Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Yeor to Date {y-to-d), dan Year on Year {y-on-y)
Provinsi Kepulavan Riaw, Med 2024 (Persen)

A Tingkat Inflasi Mei 2024

il . )] - e
Month b Mon th [ m-2o-m) (137
Yeur o Dote [;u.:.._;d]_ N o _ L]

_'I"m;'un 'I".w{;qnj-] 367

Sumber: BPS Provins] Kepulauan Riau, 2024

Inflasi tertinggl terjadi di Kota Batam sebesar 3,90 persen dengan IHK sebesar 106,63
dan terendah terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 2,55 persen dengan IHK sebesar

105,76, Sedangkan Kota Tanjungpinang inflasi sebesar 3,07 persen dengan IHK
sehesar 105,36,

Tabel 1.5
Perbandingan Indeds dan Tingkat Inffast Mei 2024 Kabupaten/Kota d|
Provinsi Kepulauan Riau [2022=100]

Mei 2024
i IHK Inflasi y-ony (%] Inflasi m-to-m (%)
i) {2 (- (4]

1. Kab Karimun 1) 105,76 255 031

2. Kota Batam 2] _ 10663 3,90 0,39

3. Kotz Tnnjunﬂ:m:mg Z) 105, %5 4407 03z
PROVINSI 106,39 3.67 0,37

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Inflasi y-on-y Provinsl Kepulauan Riau terjadi karena adanya kenaikan harga vang
ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok
makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 7,13 persen; kelompok pakatan dan
alas kaki mengatami kenaikan sebesar 3,54 persen; kelompok perumahan, air, listrik,
dan bahan bakar rumah tangga nalk sebesar 0,92 persen; kelompok kesehatan naik
sebesar 350 persen; kelompok transportasl nalk sebesar 3,89 persen; kelompok
pendidikan naik sebesar 249 persen; kelompok penyedizan makanan dan
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ntinuman restoran naik sebesar 1,82 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan
jfasa lainnya naik sebesar 6,15 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang
mengalami penurunan indeks, yaltu: kelompok perlengkapan, peralatan dan
pemeliharaan rutin rumah tangga turin sebesar 0,36 persen; kelompak Informasi,
komunikasl, dan jasa keuangan turun sebesar 0,05 persen; serta kelompok rekreasi,
olahraga, dan budaya turun sebesar 0,14 persen.

Gambar (1. 14
Perkembangan Inflasi Bulanan {m-to-m) Provinsi Kepulauan Riau Tabun 2020-2043
[2088=100) dan 2024 (2022=100)

i el By L1 Mis mil {ul AT il i LT =

LR 143 [IE2 ] [ SHE 1H i) i T BT .11

af nas . (U] 3 4 L1 i1 i (18T} L] L L4

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, BPS RI, 2024

Perkembangan harga berbagal komoditas pada bulan Mei 2024 secara umum bersifat
variatf, ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang mengalami penurunan harga.
Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan Inflasi y-on-y pada Mei 2024,
anrara lain: beras, cabai merah, emas perhiasan, anghutan vdara, tarif parkir, bawang
merah, akademi/perguruan tinggi, Sigaret Kretek Mesin (SKM), cabai rawit, angkutan
laut, bayam, bawang putlh, kacang panjang, sewa rumah, tomat, tarif rumah sakit, telur
ayam ras, bahan bakar rumah tangga, mle, sosls, dan lainnya. Sedangkan komoditas
yang memberikan andily sumbangan deflasi v-on-y, antara lain: bensin, ikan selar,
sabun cair/cuci piring, ikan mujair, ikan kembung, ikan layang/benggol, detergen cair,
ilkan mata besar, masker, udang basah, ikan layur, daging sapi, sabun detergen bubuk,
dan wortel.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan Inflasi m-to-m
pada Mel 2024, antara lain: cabal merah, bayam, emas perhiasan, bawang merah, sawi
hijau, kacang panjang, cabai rawit, beras, daging ayam ras, kangkung, ikan tonghkol,
pisang, pokcoy, sewa rumah, kol putih/kubis, roti manis, dan sosis. Sedangkan
komoditas yang memberikan andﬂfsﬁmhangan deflasi m-to-m, antara lain: angkutan
udara, udang basah, lkan selar, telur ayam ras, detergen cair, dan ikan benggol.

Fada Me1 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan Inflast y-
on-y, yvaltu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,02 persen;
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kelompek pakaian dan alas kaki sebesar 0,17 persen; kelompok perumahan, air, listrik,
dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,09
persen; kelompok transportasi sebesar 0,53 persen; kelompok pendidikan sebesar
0,17 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,18
persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,37 persen.
Sedangkan kelompok pengeluaran vang memberikan andil/ sumbangan deflasi y-on-
y. yaltu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga
sehesar 0,01 persen,

Tabel 1L 6
[HK dan Tingkat Inflasi Manth to Month (m-to-m], Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-
on-y] Provinsi Kepulauan Rizu Menorut Kelompok Pengeluaran [2022=100). Mei 2024

Tigiit Tiaghat  Andil

TAHUN ANGGARAN 2824

. Asiadil
IHK HE  ofasime | rest  Eflsly-  efled
IHK Infast v-ta-d on-y m-kn-m
“!l'['l'll:ﬂ* [ (] - M b M Mei 2024 21 Mei Misi y-on-¥
Pengeluara 20zy Tewem 2024 2024 1 .
5 2023 ?:; (%) 2024m 2024 m;.:';“
— —— — e ; - (%) L
(1 £2) i3] 4] (] (4] L [ e
Lmum 102,562 105,15 106,39 037 118 3167 0,37 3,67
Makanan Minamon dan o) e joree  wezs 14 Y
Tebakaa F 75 Al 154 713 044 202
Pakalan dan Alas Kaki 10261 104132 104,24 (1151 204 154 - 0,17
Perumsahan, Afr, Listrik, - —
dan Bahan Bakar fu- 102,05 10E51 102,99 i, 0,47 092 0,01 0,15
mah Tangga
Perlengkapan, o
Poralazan, dan .
Pl haraan Bhitln 10215 10842 1aLre 40,39 A3 Al 36 002 .01
Rumah Tangga B -
Kesehatan 100,28 %308 103,79 0,11 3851 3,50 -0 0,04
Trapsporiasi 106,62 11m51 110,77 -L16 024 3,89 0,16 0.53
Informasd, Komunikasi,
dan s Wi 100048 100,07 100,02 4102 A4 0,05 ~A) ~A)
Reireas, (lahrags, dan o
Rusd 1.:1.1,43 101,64 101,20 -u.l;?s -.D-,'_‘ili 14 4t ~0
Pemilldizan . 10 Lt 104,15 LY -0 0.4 249 0,17
Peayed inan Makanan
dan Minuman/Restoran 100,76 10058 102,55 00 0,54 1,82 0.1 0,18
Perawatan Pribadi dan
ki ki 104440 10683 11092 (1511 381 B15 0,05 0,37
Reterangan: 1) Persentase perubahan IHK Me: 2024 terbadap IHK April 2024,
2} Persentase perubahan IHK Mef 2024 terhadap IHK Desember 2023,
3} Persentase perubahan IHK Mai 2024 terhadap [HE Mei 2023
=i : Data sangat kecll fmendaleati 0
Sumber: BPS Provinsi Kepulavan Riau, 2024
Sedanghan jika band ingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Sumatera, pada Mel 2024
seluruh provinsi di wilayah Pulau Sumatera yang berjumlah 10 provinsi mengalami
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inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Riau sebesar 4,41 persen
dengan IHK sebesar 107,54 dan terendah terjadi di Provins! Kepulauan Bangka
Beliung sebesar 1,25 persen dengan (HK sebesar 104,27,

Tabet L7
Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Provins! di Pulaw Sumatera dengan Nasional
[2022=100), Mei 2024

Mel 2024
Provingi K Inflasi V-an-¥ Inflasi M-to-M
() (%]
i), Z {] (4
L Aceh 106,84 333 0,15
2. Sumatera Utara 107,10 4,26 04
3. Sumatera Barat 107,77 AT 0,51
4. Riau ' 107,54 441 = 0,30
5 Jambi ) ) 107,02 355 019
6. Sumatera Selatan B 106,45 208 . 0,06
7. Bengkulu = 106,76 in 030
H Lampung 107,43 o am 0,08
9. Kep. Bangha Belitung 104,27 B 125 a3
10, Kep. Riau ' 106,39 a 367 037
NASIONAL 106,37 2,84 -0,03

Sumber: BPS R 2024

2,13, Kemiskinan

Secara umum, pada periode September 2015-Marer 2023 tingkat kemiskinan di
Kepulavan Riau mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya,
Perkembangan tingkat kemiskinan periode September 2015-Maret 2023 sebagaimana
gambar berikut.
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Gambar 1, 15
lumbah dan Persentase Penduduk Miskin Proving Kepulanan Riou, Maret 2016 -Maret 2023
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sSumber: BPS RI {data olahan), 2023

Rari grafik diatas terlikat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada Maret
2023 tercatat sebanyak 142.500 orang, turun jika dibandingkan periode Maret 2022
sebesar 151,680 orang, atau turun dari 6,03 persen penduduk misikin pada September
2022 menjadi 569 persen pada Maret 2023, Kemudian jika dibandingkan dengan
Provinsl lainnya di Sumatera, persentase penduduk miskin di Provins! Kepulauan Riau
dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar IL L&
Persentase Penduduk Miskin Provinst Kepulavan Riaw, Provinst di Sumatera dan Nasional,
Maret 2021 - September 2023
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Sumber; BPS Rl (data olahan], 2023

Disisi lainnya selama periode September 2022-Maret 2023, Garis Kemiskinan naik
sehesar 1,65 persen, vaitu dari Rp730.462.- per kapita per bulan pada S'gl:nrtember 2022
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menjadi Rp742.526,- perkapita per bulan pada Maret 2023, Sementara pada periode
Maret 2022-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,78 persen, yaitu dari
Rp6a4.070,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp730 462.- per kapita per
bulan pada September 2022,

Sedangkan indeks kedalam kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, pada
perinde September 2022-Marer 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparaban Kemiskinan [P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan
pada September 2022 sebesar 0886 dan pada Maret 2023 palk menjadi 1,047,
Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,186 menjad|
0,181 pada periode yang sama.

Kenaikan nilal Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan babwa rata-rata
pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan, Dan dengan
turunnya nilai Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2022 semakin berkurang
letimpangan pengeluaran di antara penduoduk miskin,

Tabel 1. 8
Profil Kemiskinan di Provinsi Kspri

' 2018 2019 2020 _ 2021 2022 2023
—m"‘“ | Mar | Sept | Mar | Sopt lllri!qt Mar | Sept Mar Sept Mar
Jurmlsh Femdwdul o . | il =

Sdiakin [ s 13LET6 | 125367 | 128462 | 127750 | 130966 | 142611 | 14462 | 137750 | 151600 | 148890 | 142500
Mersemtase Fendinduk |

Miskin (P :| &2 581 59 5 e 13 12 5,75 fdd f03 B.fifi
’;‘:E"“.f;fr’"““"" SS0.291 | S92 | SHNSS | GOZAIH | SI4TZF | 617532 | GAZ4IS | BSIASI | BAOT0 | TIOAGE | TALNIE
| Indoks Eesdalaman

Kemisiinan [F1} L) 059 065 0% L1i LIt Lo7 095 | LO47 T
[Persen)

imdleks Keparahan

Keniskinas [PZ) D4 311 013 0,18 .24 042 0,28 022 | 0252 0186 | BLE
Im&m‘

Periam n : K

P ) 503 14 244 1591 '. :c_.ﬂ__ 1A% 547 141 AT & 0 ﬁ.l:ﬂ._-'._
Permambahan Gris : a )

| arnishynas (voy) BST 3.9 fdd .00 304 L57 151 548 A N B .81

Sumber: Bank Indonesia, BPS Rl, BPS Kepulauan Riau (data olahan] 2023
2.1.4. Indeks Ginl

Salah satu ukuran ketimpangan yvang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gind
Ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilal Gini Ratio menunjukkan
ketimpangan yang semakin tinggl. Pada Maret 2023 Gini Ratio tercatat sebesar 0,340,
naik 0,015 poin dibandingkan dengan Ginl Ratlo pada September 2022 yang sebesar
0,325, Kondisl Inl menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan ketimpangan
pengeluaran di Kepulauan Riau selama perlode September 2022-Maret Z023.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September Z022-Maret 2023 Ginl
Hatio di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,011 pain yaltu dari 0,328
pada September 2022 menjadi 0,339 pada Maret 2023. Berbeda dengan daerah
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perkotaan, di daerah perdesaan nilai Gini Ratio mengalami penurunan pada periode
September 2022-Maret 2023, yaitu sebesar 0,016 poin.

Gambar ], 17
Perkembangan Glonl Ratio Provinst Kepulaian Rau Maret 2006-Maret 2023
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Sumibser: BPS RI, 2023

|ika dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera dan secara nasional pada periode
Maret 2023, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri berada di urutan ke-2 paling tinggl se-
Sumatera, meski masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio secara nasional (0.388),
Untuk gini ratio di wilayah perdesaan Provinsi Kepulavan Riau berada pada urutan ke-7
sedangkan ginl ratlo dl wilayah perkotaan relatif cukup rendah, vakni berada di orutan
ke-7 dibandingkan provinst lain di Sumatera dan lebih rendah dari gini ratio nasional
wilayah perdesaan dan perkotaan.

Gambar |1, 18
Gini Batio Provinsi di Wilayah Sumarera
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Sumber: BPS RI, 2023
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2.1.5. Indelks Pembangunan Manusia (1IPM)

Pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2017-2023 terus
membaik. [ika dibandingkan secara nasional, sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, IPM
Provinsi Kepulauan Riau selalu berada di atas IPM Masional, dimulal pada tahun 2017
sehesar 74,45 dan tahun 2023 sebesar 79,08,

Gambaril, 19
Perkembangan IPM Nasional dan Provinsi Kepulawan Biau
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Beterangan: 1) UHH dan FPM Tahon 200 7-200% menpgeunakin sumber data dasar SP20L0
2] UHH dan IPM Tahun 2020-2023 menpgunakan sumber data dasar Loog Fiem SP2020

Sumber: BPS Rl (data olahan), 2024

BPS mencatat angka [PM Eepulauan Riau tahun 2017 adalah sebesar 74,45 dan terus
mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk tahun 2023, IPM Provinsi Kepulavan Riau
adalah sebesar 79,08, Besaran IPM ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, vaitu
umur panjang dan hidup sehat [melalui indikator Umur Harapan Hidup/UHH).
pengelabuan (melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah/RLS dan Harapan Lama
Sekolah /HLS), serta standar hidup layak {melalui indikator pengeluaran per kapita
vang disesuaikan]).

Urnur harapan hidup (UHH) Kepulavan Riau tahun 2023 adalah sebesar 74,90, artinya
bahwa bayl vang baru lahir pada tahun 2023 memiliki peluang untuk hidup hingga
74,90 tahun, angka ini lebih lama 028 wahun dibandingkan mereka vang lahir pada
tahun 2022,

Untuk rata-rata lama sekolah (RLS) pula adalah sebesar 10,41 dan angka harapan lama
sekolah [HLS) adalah sebesar 13,05. Dengan angka RLS sebesar 10,41 Ini menandakan
bahwa pendudul usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidilean
selama 10,41 tahun, meningkat 0,04 tahun dibandingkan kondisi tahun 20232,
Sementara (b, harapan lama sekolah yang sebesar 13,05 menunjukkan adanva
harapan baru bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk
bersekolah selama 13,05 tahun, lehik lama 0,06 tahun dibandingkan kondisi tahun
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2022, Sedangkan untuk pengeluaran per kapita yang disesualkan mencapai 14,998
|uta rupiah per tahun, meningkat 529 ribu rupiah dibandingkan tahun 2022,

Angka IPM yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ini menandakan
bahwa pembangunan manusia di Kepulauan Riau dari segi kesehatan, pendidikan dan
ekonomi semakin membatk.

Tabel 11,9

[ndieks Pembangunan Manusis [[PM) Kepulawan Rian Menurat Dimensi, 2005-2023
KOMPONEN 2015 2016 2017 018 201G FHED el A | 20Z2 2023
Umur Harnpan Hidup
5‘1“ Lahir (LHH) 9,41 -EI'JH.-EI o9 4B ; 9,64 [P 1425 _.7'1-,35- 7462 . ]2.‘]
::::aﬂ':'““ Sk 126 12,66 12,81 12,82 12,83 1287 1298 12,99 13.05
Pengeluaranper == e
Kipita Disesuatkan 13876,79 131359 13.566 13976 14466 14209 14,122 1 &.469 14998
Rata-rata Lama T
Sekolah [RLS) 945 96T 2.7 9,81 9,9% 1012 1L1E 10.37 141
indeks
Pembangunan .75 T390 THAS T4.04 Th AR TT.69 TTRT TH48 T9.08
Manusia

Keterangan: 1]  UHH dadi IPM Tahia 2005-201% menggunakan sumber data dasar SP20T0
2} UHH dan 1PM Tahun 20202023 menggunakian sumber data dasar Long Form SP2024

Sumber: BPS Provinst Kepulasan Hiau, 2024

Peningkatan IPM Provinsi Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan yang
tercermin darl Umur Harapan Hidup (UHH). rata-rata lama sekolah (RLS}, dan standar
hidup layak yang diukur dari nilai pengeluaran per kapita, Sedangkan secara nasional,
IPM Provinsi Kepri mendoduld urutan ke-3 tertinggl setelah provinsi DKl Jakarta, dan
M Yogyakarta.

Sementara itu jika dibandingkan khusos di kawasan Sumatera puia, |PM Provinsi Kepri
masih menempati posisi teratas (tertinggi) dibandingkan provinsi lain di kawasan

sumitera dengan angka 79,08, IPM Provinsi Kepri termasuk dalam kategori tinggi
[nilai [PM 70 < I[PM< 80).
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Gambar 11 20
Perkembangan [PM Provins di Kawasan Sumatera
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Eeteranpgan: 1] UHH dan iPM Tahun 200 7-2071% menggunakan sumber data dasar 5P20I0
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2. 1.6, Tingkat Pengangguran

Merujuk pada data BPS, bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud
mempersleh atan membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling
sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Karakteristik penduduk bekerja
akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama,
pendidikan tertinggl vang ditamatkan, dan jumiah jam kerja selama seminggu yang
lalu,

Pengangguran dapat diartikan sebagal (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, [2)
penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang
tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, [4)
kelompok penduduk yvang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah
mempunyai pekerjaan tetapi belum mulal bekerja,

Sedangkan Tingkat pengangguran  terbuka merupakan persentase  jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dan Angkatan Kerja pula merupakan
penduduk usia kerja (15 tahun ke atas] vang bekerja atau punva pekerjaan namun
sementara tidak bekerja, dan penggangguran,

Tingkat Pengangguran Terbula [TPT) Apustus 2023 sebesar 6,80 persen, turun 1,43
persen poln dibandingkan dengan Agustus 2022, Dengan TPT hasil Sakernas Agustus
2023 sebesar 6,80 persen, ini berarti dart 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar
enam hingga tujubh orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan
sebesar 1,43 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022,
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Gambar 1, 21
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Provinsi Kepulouan Riau
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Sumber: BPS Provinsi Kepulavan Riau (data ofahan), 2023

Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 595 persen, terendah dalam lima tahun
terakhir. TPT laki-laki lebib rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 8,22
persen, TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dibandingkan Apustus
2022, yaitu masing-masing sebesar 1,83 persen poin dan 081 persen poin. Jika
dibandingkan dengan Agustus 2019 (kondisi sebelum pandemi COVID-19), TPT laki-
lakd menurun sebesar 2,02 persen poin, sedangkan TPT perempuan meningkat 1,63
persen pain.

Tahel 11, 10
Karakteristik Pengangguran, Agustus 2019-Apustus 2023

Ferubalian PFerubahan
Karalderstik Agusius  Agustus  Agastus Agustus Agusius
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= Laki-laki T 10,87 G437 7.7 545 -2,02 -1,83
- Perempian 5,59 5,34 10,72 03 8,22 1,63 -ILE1

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sehesar 6,77 persen,
terendah dalam empat tahun terakhir, TPT dl dasrah perkotaan lebih rendah
dibanding TPT di daerah perdesaan yang sebesar 7,00 persen. Berbeda dengan TPT
Perkotaan, TPT Perdesaan mencapal angka tertingg dalam empat tahun terakhir,
Dibanding Agustus 2022, TPT di daerah perkotaan menurun sebesar 1,75 persen poin,
semenitara itu TPT di daerah perdesaan meningkat scbesar 1,12 persen poin.
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Tabel 11. 11
Tinghkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di
Provinsd Kepri

o Pitiady i L L
Indikator Ty
Ags'20 Aps2i Ags"22 Aps'2d frang P
Anglatan Keria L1377 1307004 1259718 L0FS6Ee -lo4d2e -13,18%
Bekerja 1016600 1087419 1155997 1019356 -136.641 -11,82%
Pengangguran 117176 119595 103716 74330  -20.385 28,33%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TFT) 10.3-1% 991%  827% ,80% 1A
= Perdesaan 541% 4435 5, BB 700 T 1L12%
- Perkntaan 1069 10458 857 67T 1,75%
Tingkat Partisipas Angkatn Kerja 66,28%  66,27%  69.94%  68,68% a

[TPAK]

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2024

sedangkan jika dibandingkan dengan berdasarkan pendidilean tertingg vang
ditamatkan oleh penganggur, pada Agustus 2023 mempunyal pola yang berbeda
dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah
Kejuruan [SMK/sederajat) masih yang tertinggl dibandingkan tamatan jenjang
pendidikan lainnya, yaftu sebesar 9,99 persen. Sementara TPT vang paling rendah
adalzh pada tamatan pendidikan diploma, yaitu sebesar 2,93 persen. Dibandingkan
Agustus 2022, penurunan TPT terjadl pada hamplr semua kategori tamatan
pendidikan kecuall tamatan 50 ke bawah dan tamatan universitas. Penurunan TPT
terbesar terjadi pada kategori tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP/sederajat)
yaitu sebesar 4,51 persen poin, Sementara peningkatan TPT terjadi pada kategori
tamatan 5D ke bawah yaitu sebesar 2,13 persen poin dan kategori tamatan universitas
yaitu sebesar 1,03 persen pain,

2.2. Arah Kebijakan Kenangan Daerah

Secard praktis arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu
pada regulasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dan regulasi terkalt
dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu merujuk pada ketentuan Feraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanpan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Fembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan [angka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahy, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomaor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi global, nasional dan regional Provinsi
Kepulauan Riau, dan kebijakan pemerintah pusat sepertl pelaksanaan Pllkada
Serentak 2024 dan PON 2024, serta dengan memperhatikan kondisi riil perekonomian
di Provinsi Kepulavan Biau, maka Pemerintah Provins| yang mulanva pada APBD
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Murni telah menetapkan kebutuhan belanja sebesar Rp4.344.939.688.669,00
(empat triliun tiga ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluk sembilan
Juta erom rates delopan puluh delapan ribe eram rotes enam puluh sembilan rupiah).
Maka selanjutnya dengan adanya faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan
Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 sebagalmana dijabarkan pada halaman
sebelumnya, maka periudilakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2024
dengan menyusun rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 dengan kebutuhan belanja
menjadi sebesar Rp4.569.470.066.351,00 {empat triliun lima ratus enam puluh
sembilan miltar empat ratus tufuh puluh juto enam puluh enam ribu tige rotus lma
puluk satu  rupigh). Kebijakan ini dimaksudkan agar dapat mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien serta meningkatan
perckonomian daerah pada tahun 2024
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BAE 11l
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1.  Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Dalam Laporan APBN periode Mei 2024 dijelaskan bahwa prospek perekonomian
global diperkirakan masih dalam ketidakpastian dengan menghadapi risiko yang
meningkat. Kondisi ekonomi Amertka Serikat masih menghadapi tekanan inflasi dan
fiskal, dl tengah situasi politik menjelang perhelatan Pemilu.

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan
gejolak pasar keuangan. Pada triwulan | 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen
(yoy], terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN,
Sementara itu, aktivitas ckonomi di awal triwulan 11 2024 menunjukkan

perkembangan yang menguat.

Furchasing Managers” Index Manufaktur tercatat 52,9, menandakan ekspansi sektor
manufaktur selama 32 bulan berturut-turut. Indeks Kepercayaan Konsumen tetap
berada pada level optimis vakni 123 8, mencerminkan ekspektasi positif konsumen
terhadap kondisi ekonomi saat Inl dan masa depan. Keseluruhan indikator inj
menunjukkan bahwa penguatan ekonomi nasional terus berlangsung yang didukung
terutama oleh konsumsi domestik dan aktivitas industri vang solid. Anpgaran
Pendapatan dan Belanja Negara juga akan terus mendukung pembangunan ekonomi,
menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan perlindungan soslal

Kinerja ekonomi yang solid mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT)
menfadi 4,82 persen pada Februari 2024 dari sebelumnya 5,32 persen pada Februar|
2023.

Tekanan terhadap stabilltas perkembangan pasar kevangan nasional Mei 2024 masih
berlangsung namun tetap terkendali. Indeks Harga Saham Gabungan tercatat pada
level 7.253,63 pada penutupan perdagangan 28 Met 2024, Sementara itu, nilai tukar
Rupiah terhadap Dolar AS dengan menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia
tercatat Rpla.0G4 perliSD pada 28 Met 20242, Rata-rata nilal tukar Rupiah hingga 28
Mei 2024 tercatat Rpl15.805 per USD. Rupiah terdepresiasi dari posisi awal tahun 4,05
persen,

Dibandingkan dengan negaranecgara sejenis di kawasan, seperti Malaysia, Vietnam,
Thailand, dan lainnya, tekanan terhadap Ruplah masih relatif verkendali. Inflasi April
2024 tercatat 300 persen [vov), turun tipks dari inflasi Maret 2024, 3,05 persen (voy)
Penurunan (nflasi ind sejalan dengan harga pangan yang melandai di tengah masa ldul
Fitri.

Inflasi April tercatat 0,25 persen [mim], lehib rendah dibandingkan inflasi mim pada
tiga tahun sebelumnya, Posisi cadangan devisa nasional Indonesia per akhic April 2024
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tercatat USD136,.2 miliar, menurun dibandingkan Maret vang disebabkan oleh
pembsyaran utang luar neger] pemerintah dan upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Selanjutnya BPS RI mencatat bahwa Inflasi pada Mei 2024 adalah sebesar 2,84% (yoy)
dengan Indeks Hargas Konsumen [IHK} sebesar 106,37, melandai dari inflasi April 2024
vang sebesar 3,00 [yoy).

Inflagi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya
sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman,
dan tembakau sebesar 6,18 persen; kelompok pakaian dan alas kakl sebesar 1,10
persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,54
persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga
sebesar 0,85 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,06 persen; kelompok transportasi
sebesar 134 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,60 persen;
kelompok pendidikan sebesar 1,71 persen; kelompok penyediaan makanan dan
minuman/restoran sebesar 2,51 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa
lainnya sebesar 4,99 persen. Sementara kelompok pengeluaran yvang mengalami
penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, kemunikasi, dan jasa keuangan sebesar
0,16 persen,

Inflasi provinsi y-on-y tertinggl terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 5,39 parsen
dengan |HK sebesar 11025 dan terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dan Sulawesi Barat sebesar 1,25 persen dengan IHK masing-masing sebesar
104,27 dan 10546, Sedangkan inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggl terjadi di
Kabupaten Nahire sebesar 7,58 persen dengan [HE sebesar 112,25 dan terendah
terjadl di Kabupaten Majene sebesar 0,63 persen dengan |HK sebesar 10587,
Sementara deflasi y-on-y terjadi di Kabupaten Bangka Barat sebesar (0,09 persen
dengan IHK sebesar 102,47,

Sedangkan di Pulau Sumatera pula, seluruh provinsi di wilayah Pulau Sumatera vang
berjumlah 10 provinsi mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di
Provinsi Riau sebesar 4,41 persen dengan IHK sebesar 107,54 dan terendah terjadi di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,25 persen dengan IHK schesar 104,27,

Secara bulanan, pada Mei 2024 tercatat deflasi 0,03% [mtm)] didorong oleh
melandainya harga pangan serta tarif transportasi seiring normalisasi permintaan
pasca ldulfitri 2024, Inflasi inti meningkat mencapai 1.93% (voy), naik darl bulan lalu
vang tercatat 1,82% (yoy], menunjukkan daya bell yang masih terjaga. Inflasi harga
dlatur pemerintah {administered price) cenderung stabil. Sementara ftu, berbagai
kebijakan stabilisasi pangan dan adanya panen berkontribusi pada penurunan inflasi
harga pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai B,14% [yoy), turun darf angha
April sebesar 9,63% [yov).

Terkait dengan wisatawan mancanegara pula, dari Laporan APBN Mei 2024, jumlah
wisatawan mancanegara {wisman] yvang berkunjung ke Indonesia hingga Maret 2024
tetap tingel. Kunjungan wisman dl Indonesia mencapal 1,04 juta Kunjungan pada
Maret Z0Z4. Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Maret 2024 didominasi oleh
wisman vang berasal dar Malaysia (15,38 persen), Australia (11,92 persen}, dan
Singapura (11,52 persen), Secara kumulatif, kunjungan wisman pada Januari hingga
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Maret 2024 tercatat 3,03 juta atau meningkat 2543 persen (yoy). Perkembangan
aktivitas pariwisata nasional akan terus meningkat dan secara langsung akan
berdampak positif terhadap perkembangan sektor ekonomi terkait lainnya Sektor
vang terkait dengan aktivitas pariwisata secara langsung adalah sektor makanan dan
akomodasi, hotel, transportasi, serta perdagangan, Sementara Itu, kondist Tingkat
Penghunian Kamar (TPK] hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Maret 2024
mencapai 43,41 persen, menurun 2,85 poin (voy).

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Dalam Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Risu periode Februari
2024, disampaikan bahwa perckonomian global diprakirakan tumbuh lebih baik dari
prakiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi global tetap tumbuhb tingg: sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi negara maju yang cukup kuat pada paruh kedua tahun
2023 dan juga di beberapa negara emerging markets seperti Tiongkok, India dan
Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Tionghok dan India didorong oleh faktor belanja pemerintah
dan permintaan domestik yang lebih tinggi di tahun 2024. Selain itu, kebijakan suku
bunga bank sentral di berbagai negara diperkirakan cenderung lebih dovish sejalan
dengan tren disinflasi yang terus berlanjut di berbagai negara akibat penurunan harga
energi. Penurunan suku bunga bank sentral diperkirakan mulai terjadl pada paruh
kedua tahun 2024 atau lebih cepat jika penurunan inflasi lebih cepat dan stabil. Suku
bunga yang rendah diprakirakan akan mendorong permintaan domestk vang
akhirmya mendorong pertumbuhan ekonom| lebih tinggl. Pertumbuhan ekonomi
negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) masih tetap
kuat sebesar 4,7% (voy).

Demikian ]:lula, pertumbuban ekonomi Provinsi Kepulavan Riau [(Kepri) secara
keseluruhan tahun 2023 tumbuh tetap tinggl dan lebih tinggl dibandingkan tahun
sebeiumnya didukung oleh perbaikan pertumbuhan di beberapa sektor dan
perkembangan inflasi di daerah vang relatif terkendall. Perekonomian Keprl pada
tahun 2024 diprakirakan juga tumbuh lebih tinggi sejalan dengan penyelenggaraan
pemilu dan membaiknya mobilitas masyarakat,

Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Mei 2023 tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:

F3.2.1, Pertumbuhan EKkonomi

Ekonomi Indonesia diperkirakan tetap tumbuh balk dan berdaya tahan terhadap
dampak rambatan global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi
nasional pada tahun 2024 berada pada kisaran 4.7% s/d 55%. Prospek (nl
dipengaruhi oleh membaiknya ekspor sejalan dengan peningkatan pertumbohan
ehkopoml dunla serta tetap balknya permintaan domestik didukurg oleh positifinga
kevakinan pelaku ekonomi. Konsumsi Rumah Tangga dan investas] khususnya non
bangunan perlu terus didorong agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang
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berkelanjutan. Berdasarkan [lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama
ditopang oleh konsumsi swasta, termasuk konsumsi generasi muda vang meningkat
sejalan peningkatan konsumsi di sektor jasa dan keyakinan konsumen yang masih
tinggl. Selain Itu, pertumbuban Investasi tetap haik didorong berlanjutnya
penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Bank Imdonesia menjelaskan bahwa akan terus memperkuat bauran kebijakan,
khususnya melalui kebifakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran,
serta bersinergl dengan stimulus fiskal Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan
ekonoml, khususnya dari sisi permintaan domestik,

Sedangkan untuk perekonomian Provinsi Kepulavan Riau (Kepri), pada triwulan IV
2023 tumbuh positil sebesar 4.45% (voy), lebih rendah dibandingkan triwulan
sebelumnya sebesar 4.88% (yoy). Meskdpun demikian, sepanjang tahun 2023,
pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera secara
kumulatif sebesar 520% (ctc) dan lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera
vang mencapal 4,69% (cte/yvoy], maupun nasional sebesar 5,05% [ctc).

Sejalan dengan perbaikan perekonomizn domestik, pertumbuhan ekonomi Provinsi
Kepri tahun 2024 juga diperkirakan menguat. Pertumbuhan tersehut diperkirakan
sebagai dampak darl peningkatan penjualan ekspor vang ditunjukkan oleh Likert Scale
iL5) Prakiraan Penjualan Ekspor sejalan meningkatnya permintaan Amerika Serikat
sebagai mitra dagang utama. Selain it pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga
didorong oleh peningkatan jumlah investasi yang sehelumnya cukup tnggl, Akselerasi
kinerja perekonamian pada tahun 2024 diperkirakan bersumber darl Lapangan Usaha
(LU} utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Industri Penpolahan

Alzelerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan
masyarakat dan juga tahun pemilihan umum. 5elain itu, Kebijakan moneter yang
melonggar diprakirakan akan turut mendorong pemulihan permintaan domestik.
Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian
Provinsi Kepri pada tahun 2024 diprakirakan tumbuh pada kisaran 4,96% - 5,76%
(voy).

Kinerja perekonomian pada tahun inl diperkirakan bersumber dari lapangan usaha
industri pengolahan, konstruksi serta perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan
pada lapangan usaha Industri pengolahan didorong membaiknya sistem logistik dan
iklim investasi pasca pandemi. Sementara [, pertumbuban pada lapangan usaha
konstruksi sefalan dengan masifnya pembangunan di Provinsi Keprl, terutama
pembangunan jalan di Kota Batam. Selain itu, pembukaan sektor Meeting, Incentive,
Convention and Exhibition (MICE), pelaksanaan sport events dan atraksi pariwisata
yang kembali normal di wilayah Kepri akan mendorong sektor pariwisata untuk
tumbuh lebih tinggi serta menghasilkan multiplier effect pada sektor lainnya.
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Tabei 1H. 1
Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2024

HOMPOMEN FAETOR PENDORONG / FENAHAN ARAH

Pemulithan permintaan Perbaikan mobilitas dan peningkatan Kunpungan wisatawan baik nasional 1
. MAUPUN MaRCANEgara,

Kebijakan mnemr_]_qqg_n:r F:_:huai-an moneter yangiemh longgar se sﬂa-!ah uiu;:g:rﬁ penurunan inflasi ]
Investasi dan Proyek Terdapat bd:lemp.u Proyek Strategls Masional (PSN] dan pmhmgimau [
Strateghs Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepulavan Riau

Proyeksl Perekonomian IME melakukan revisi “pertumbuhan ekanomi § l;:lnl:ql tahun 2024 monjadi

Giobal 3,1%, meningkat dari proyeksi sebelumnya sebesar 2.9%

Prut_gﬁs-_:j:ll_'ll_sq:n_t Fa_r_igan  Ristko p penerapan kebijakan larangan i'haqxlr In:rmuﬂins pangm. - ]
Risiko Geopolirik Risiko geopolitik dapat berdampak terhadap harga pangan dan energi dunia l

Sumber: Bank Indonesia, 2024

Lambar 111 1
Pertumbuhan Ekenomi Provinsi Kepulavan Riaw Tahun 2016 - 2024

SARSzziacg

T

Sumber: Bank Indonesia, 2024

322, Inflasi

Mencermati perkembangan realisasi inflasi dan perkembangan terkini baik di global
maupun nasional, dengan merujuk data dari Bank Indonesia, inflasi Provinsi Kepri
tahiun 2024 diperkirakan berada di dalam sasaran inflasi 2,521% (yoy). Kondisiini
dipengaruhi oleh penurunan harga komaoditas secara global maupun harga energl yang
turut berdampak pada penurunan harga komoditas pangan maupun harga energi
sepertl bensin dan produk turunannya Terkendalinya inflasi juga didukung oleh
langkah antisipatif melalui GNPIP dalam menjaga harga komoditas pangan yang
rentan terhadap tekanan inflasi.

Kebijakan pengetatan moneter yang terukur dan sinergl TPID melalui GNPIP
diprakirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran
inflasi. i samping itu, moderazsi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah
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armada/rute penerbangan menahan tekanan inflasi menjadi lebih tingel. Terjaganya
inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan
moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan
pemerintah dalam keordinasi TPID. Ke depan Bank Indonesia meyakini inflasi tetap
terkendall dalam kisaran sasaran 2,5+1% pada tahun 2024,

Tekanan inflasl Gabungan 3 Kota,/Kab di Provinsi Kepri pada tahun 2024 herada dalam

sasaran inflasi nasional 2,5#1% (yoy]. Inflasi pada tahun 2024 diprakirakan
bersumber darl kenalkan harga:

1} kelompok makanan, minuman dan tembalau;
2} transportasi;
3] penyediaan makanan dan minuman.

Tekanan inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan normalisasi pasokan,
harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, peran aktif TPID dan Satgas
Pangan dalam menjaga ekspekiasi masyarakat terhadap inflasi juga mampu meredam

laju inflasi. Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2024 adalah sebagai
berikut;

1] Potensi kenalkan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik
yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.

2] Potensi risiko kenaikan taril anghutan udara seiring normalisasi mobilitas
masyarakat

3] Peningkatan upah minimum provinsi dan pemberian insentif sepert| tunjangan
hari raya, tunjangan gaji pegawal, dan gajl ke-13 dapat mendorong daya beli
masyarakat

4] Peningkatan cukai rokok pada tahun 2024 sebesar 1049,

5) Dampak lanjutan peningkatan tarif parkir di Kota Batam terhadap kenaikan harga
komoditas lalnnya

Gambar I, 2
Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2024

i =11 g ixLn v g ] o e [ FL e
e et Lanirma Blion bl I B TSR B

Sumber: BPS Prov. Kepri, Bank Indonesia Provinsi Kepulavan Riau, 2024
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Tabel 111, 2
Risike [nfasi Provinsi Kepulauan Riao Tabun 2024

HOMPONEN FAKTOR PENDORONG / PENAHAN

Peningkatan permintasn dan penguatan daya beli masyarakat seiring dengan kondisi
pemulihan ckonomi domestik

Gangguan cuaca terhadap panen sejumlah komoditas pangan di beberapa daerah pemasok
di luar Kepri.
Pengaturian pola tanam yang belum optimal karena belum mempertimbanghkan kendisi
cuaca yang semikin tidak menentu akibat perubahan (klim global.

Upside Risk Kenaikan harga komoditas pangan global terutama beras karena penurunan produksi beras
di sejumdah negara,
Berlanjulnya gangguan rantai pasokan akibat ketegangan geopolitik Rusis-Ukredina,
ketegangan geopolitik Timur Tengah.
Kenatkan harga pupuk yang dipicu penurunan anggaran subsidi pupuk dan pestisida yang
menyebabkan kenaikan biaya produksi
Pulihnya aktivitas dunia usaha yang meningkatkan penyerapan lenaga kerja seria
penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sehingga mendorong permintaan/daya bels.
Pengetatan kebifakan moneter di negara maju maupun negara berkembang dan suku bunga
masih alan tecap tinggi
Mormalisast harga minyak dunia diperkirakan dapat menurinkan tingkat harga BBM, avtur,
dan hahan bakar RT,

Downside Risk Mormalisasi taril angkutan udara seiring penambahan jumiah armada, rute, dan freksensi
penerbangan.
Berdasarkan hasil Liaison rata-rata produsen sudah melakukan price in kenaikan hanga
pada awal tahun dan udak akan menaikkan harga jual sampai akchir ahun.
Eonsumsi masyarakat tertahan seiring dengan kenaikan suku bunga,

Sumber; Bank Indonesia Provinsi Kepulavan Riau, 2024

Tabel 101, 3
Realisas| dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulawan Riau
Tahun 2018-2024

REALIZAST® TARGET*™
el INDIKATOR SATHAN
Z018 2019 Zo20 2021 2022 2023 2024

1 Pertumbihan Exonomi M 447  4B3 340 343 509 52 £0-50
- Laju InRasi % 347 203 118 226 583 .76 2531
% Tingkat Penpangsuran % B4 750 1034 891 82F 680 754

Terbuka
4 Indeks Ginl {perMaret tiap Indeks 0330 0341 0339 0343 042 0340 0,323

luhunu_l!l:-]
5 Persentase pendudulk miskin % 62 50 597 8,12 I+ 5E0 5,60

{i'n:rHah:t Liag tahunnya)
&  Indeks Pembangunan - Inbeks 7484 7548 7559 2 7579 2 Tad46 7908 7704

Manusia

Sumhber:

*BP5 Prowinsi Kepulauan Riau
**Perubahan REPD Provinsi Kepulanan Hiau Tahun 2024
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAFATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang
Diproyeksikan Untuk Tahun 2024

Penyusunan Perubahan KUA Pendapatan Daerah berkaitan dengan penyesuaian
penetapan proyeksi target pendapatan daerah dengan mempertimbangkan hasil
evaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah sampal dengan bulan Juni 2024 dan
adanya penyesuaian terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana
Transfer Umum dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh banyak Gkior diantaranya pertumbuhan
ekonomil, kebijakan ekonomi makro dan fiskal nasional terkait dengan dana transfer
ke daerah, kebijakan harga bahan bakar minyak, perkembangan pemasaran induostri
otomotll, kondisl perekonomian daerah yang terkorelasi dengan daya beli masyarakat,
dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah sampal dengan
bulan Jumi 2024, maka Pemerintah Provinsi Kepualuan Riaw akan melakukan
penyesuaian terhadap target Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah
pada perubahan APBD tahun 2024. Beberapa pertimbangan vang menjadi dasar
perhitungan perubahan target 2024 adalah sebagai berikut:

1} Pertumbuhan perekonomian Kepulavan Riau pada triwulan | tahun 2024,
Berdasarkan data BPS, ckonomi Kepulauan pada triwulan 1-2024 (y-on-y] tumbuh
sepesar 5,01 persen. Dimana dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau
triwulan 1-2024 memberikan kontribusi sebesar 7,41 persen terhadap FDRE
Pulau Sumatera,

2} Pertumbiban tren penjualan kendaraan baru secara nasional dan peningkatan
daya beli masyarakat yang tergambarkan dari realisasl penerimaan Pajak
Kendarasn Bermotor dan Bea Balik Mama Kendaraan Bermotor vang sudah
melebihi 50% darl target pendapatan yvang direncanakan pada semester | tahun
20224,

31 Berdasarkan keglatan pendataan dengan berkolaborasi denpgan Dinas Tenaga
Kerja dan juge dilakukan validasi lapangan terdapat potensi Pajak Alat berat
ditemukan jumlah afat berat yang ada di provinsi Bepulavan Riau sebanyak 4790
unit dan hal ini menjadi potensi penerimaan dari Pajak Alat Berat, dan saat inl
proses pemungutan nyva menunggu Peraturan Menteri Dalam Megerd tentang
dasar pengenaan Alat berat.

4] Adanya pertumbuhan penerimaan dari penerimaan denda yang saat ini sedang
ditakukan pemeriksaan terhadap pembayaran pajak Bahan bakar Kendaraan
Bermotor,
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3] Adanya pertumbuhan penerimaan darl penerimaan beberapa objek retribusi yang
telah memenuhi target penerimaan pada semester | tahun 2024

4.2, Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah

Memcermatl beberapa pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka
perubahan estimasi Pendapatan Daerah Provinst Kepri dalam Tahun Anggaran 2024
mengalami peningkatan target sebesar RpZ13.955592.156,00 [naik 5,07%) dari
penetapan estimasi pendapatan daerah sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rpd.216.352.903217,00 naik menjadi Rp4.430.308.495.373,00. Perubahan
estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 terdiri atas:

1] Pendapatan Asli Daerah (PAD] mengalami peningkatan target sebesar 11,83%;
2] Pendapatan Transfer mengalami penurunan target sebesar 00,04%

3] Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah menpalami peningkatan target sebesar
211 465%

Penjelasan masing-masing perubahan estimasi penerimaan Pendapatan Daerah pada
APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah [FAD)
a) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memberikan kontribusi paling
besar total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2024, dari total PAD yang
ditargetkan dalam APBD Tahun 2024, B5.80% nya bersumber dari pajak daerah.
Sampai dengan  semester | 2024, dari keselurahan  realisasi PAD  sebesar
Rp914.251.216.601,69, pajak daerah menyumbang realizsasi sebesar 89.54% atau
RpB18.605.370.558,00

Capaian realisasi pajak sampai dengan bulan Juni 2024 terbilang cukup baik. Meskipun
ada 3 |enls pajak vang realisasinya sampal dengan semester | belum mencapal 50%,
namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 pada periode yvang sama,
realisasi pajak tahun 2024 tumbuh sebesar 9,10% jika dibandingkan tahun 2023
dengan realisasi sebesar Rp750.311.833.046,-

Berdasarkan data perbandingan year on year tersebutl di atas, pertumbuhan ini
menunjukkan bahwa kondizi perekonomian dan tingkat kesadaran Wajib Pajak
merupakan salah satu faktor penting dalam mendongkrak pencerimaan pajak daerah.
Karena memang secara konseptual, besar kecilnya penerimaan pajak Daerah salah
satunya dipengarubi oleh jumlah potensi pajak dan kepacuhan wajib pajak it sendiri.
Dengan adanva pertumbuhan ekonomi Kepri sebezar 5.01% pada triwulan 1-2024 [y-
on=y), menggeliatnya kegiatan ekonomi, dan adanya tren peningkatan penjualan
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kendaraan baru secara nasional yang diiringl dengan peningkatan daya beli
masyarakat diharapkan mampu mendongkrak kenaikan penerimaan Pajak Daerah
pada tahun 2024, Disamping itu, dari hasil pendataan objek pajak yang dilakukan oleh
Bapenda terdapat potensi jumlah alat berat yang ada di provinsi Kepulavan Riau
berpotensi akan berdampak pada peningkatan dari pajak Alat Berat.

Atas dasar penjelasan data tersebut maka estimasi target pajak doerah pada APBD
Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Rizu Tahun Angparan 2024 diproyeksikan
mengalami peningkatan sebesar Rp173.509.449.192,00 atau naik 11,22% dari target
sebelumnya sebesar Rpl.545.813.725.463,00 men jadi sebesat
Rpl.719.323.1T4.655,00. Secara terperinci, Proyeksi target pendapatan pajak daerah
tahun 2024 dizajikan dalam tabel berilkut:

Tabel IV. 1
Proyeksi Target Pajak Daerah Dalam Perubashan APBD Tahun Angesran 2024
o ' HANCANGAN - =
REKENING JENES FENERIMAAN | APFED MURNI FI].II].II].;.I"-lf APRD SELISIH I REALEAST PER JUNI
i | S | S S 4 | 5=4-1 ! I
41 | PENGAPATAK ASL] | L79LEGETAT.OL000 | 2001005972409 00 Z12079225.453,00 011602 H10.074,60
oo \DAERAMCPARY ) - | . f
4.1.01 PENDAPATAN PAJAK | LE45MIT2EAGLM | LTI0323 17465500 173509 449.092,00 | #18.605.370.558,00
. DAERAH
40000 Pagak Kendaraan | A7 217126540400 RARHIL2RE2T Shbk5 142500 ' 256.581. 183 483,00
| Bermotar [PEE] | | |
410002 Bea Balikc Mama Pajak | 387.934.380.600,00 465300202663 | TTIGREFEDGRTS | 246.941,599500.00
Kendaraan Bermotor
. ||B®NeRly | | : | . b gy e e
410003 | Pajak Hakan Habar 473715223 500 | 407 4 SE5079 6B TELI94.25 | 240 754 60515500
| Kemdaraan Bermotne |
| [PBB-KB] | P — ) . (.
410004 | Pajak Al Permuksan 3193364361900 393364 281500 .00 53572166500
| [PAP) | ; £ g | i IR AT
410105 | Pajak Rokok 7393068575500  175.729.790.267,00 L790IMSIL00 6530226075500
410117 Pajak Al Berat | FAB) 4.128.526.000.00 20.122.026:000,00 15.993,500.00,00 -

Sumber: Badan Pendapatan Dacrah Provinsi Kepulauan Riauy, Juli 2024

Dalam mengupayakan pencapaian perubshan target penerimaan Pajak Daerah
tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulavan Riau akan terus berupaya melakukan
pptimalisasi pemungutan pajak baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk
menggall potensi yang ada.

b} Retribusi Dacrah

Retribusi Daerah sebagaimana diketahui adalah merupakan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah vang dipungut berdasarkan pembayiaran atas objek pelavanan
jasa, baik bersifat jasa umum, jasa uwsaha dan perizinan tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Eepulavan Riau untuk
kepentingan orang pribadl atau badan. Beberapa kendala dalam optimalisasi
pemungutan retribusi daerah menurunnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan
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jasa layanan retribusi, perubahan regulasi tentang pemungutan retribusi teckait
kewenangan daerah yang berdampak pada Jumlah layanan retribusi dan cakupan
pemungutan reiribusi yang berkurang, kurangnya sarana prasarana penunjang dalam
pemberiaan layanan retibus.

Estimasi target Retribusi Daerah pada APBD Perubahan APBD Provinsi Kepulauan
Riau Tahun Anggaran 2024 secara akumulasi terdapat peningkatan target dari target
sebelumnya sebesar Rpl8.658.320.754.00 menjadi sebesar Rp155.968.320,754,00
atau naik sebesar Rpl37.310,000.000,00 hal ini disebabkan pada saat penyusunan
APBD 2024 kode rekening Pendapatan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
fenis Retribusl Jasa Umum belum tersedia yang mana berdasarkan Undang-Undang
Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak dan retribusi Daerah
Penerimaan Jasa Layanan Rumah Sakit Daerah di catatankan dalam Retribusi,
dikarenakan kode rekening tersebut belum tersedia dalam aplikasi SIPD dan baru saat
ini tersedia oleh karena itu target pendapatan retribusi Layvanan Kesehatan Rumah
sakil Daerah Ahmad Thabib dan Engku Hajl Daud disesuaikan dalam pendapatan
Retribusi Jasa Umum. Kemudian terdapat objek retribusi yang realisasi Semester 1
sudah melebihi target

L b ey
Froversi Target Retribusi Daerah !!.Iarl-:-]r:;li[’:r;h.llhlll APBD Tahun Angparan 2024
Hﬁf“. SENCRAAy | APEDMURNI szﬁﬂiﬁpm | SELISIH R TR
i £ ' a 4 | Seqd &

4,102 | HASIL RETRIBUS] | 18.658.320.754,00 15595!.’1&&15;,&&’i 1372100000004  10662.833.776,00
410200 | :;Emjm ' - 137.300000000,00 | 137.300.000.000,00

410202 ?H:mulj:;.ua Jasa i 1058675025400 1036795625400 | 21880000000  6£391.100.776,00
4.102.03 I F::I:: Perizinan | RO71562500.00 | 8,200 26250000 | 2ERA00ME,00 4 3L E3E 0,00

| RErneEn

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulavan Riaw, Juli 2024
Adapun penjelasan masing-masing objek Betribusi Daerah diring sebagal berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Dalam APBD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, estimasi retribusi jasa Umum
yang sebelumnya tidak ditargetkan dalam hal ini di targetkan dalam Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dilakukan penyesuaian kedalam pendapatan
Retribusi Jasa Umum sehingga target retribusi [asa Umum menjadi sebesar
Rp137 . 300.000.000,00 vang terdiri dar prokyeksl pendapatan jasa layanan kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Rapa Ahmad Thabib sebesar Bp114.300.000.000.00 dan
Rumah Sakit Umum Daerah Enghku Haji Daud sebesar Rp2 3,000,000, 0040, (41,
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2) Retribusi Jasa usaha

Dalam APBD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, retribusi jasa usaha pada APED
Murni  sebesar  Rpl0.5H6.758.254,00 mengalaml  penurunan  sebesar
Rp208.800.000,00 (turun - 1,97%) menfadi sebesar Rp10.377.958.254,00

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Dalam Perubahan APBD Tahun Angparan 2024, estimasi retribusi perijinan tertentu
darl targer sebelumnya sebesar RpB.071.562.500,00 mengalami kenalkan target
sebesar  RpZ1B.B00.000,00 (nalk 2,71%) atau naik menjadl sebesar
Rp8.290.362.500,00. Proyeksi dari kenaikan tersebutl bersumber dari adanva potensi
dari pemberian pengesahan perpanjangan perizinan tertentu, dan adanya penerimaan
baru dari retribusi izin trayek untuk menyedlakan pelayanan angkutan umum.

c) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, estimasi penerimaan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari target sebelumnya sebesar
Rp26500.000.000,00 mengalami kenafkan sebesar Bp9.750.000.00000 (36,679%)
menjadi sebesar Rp36.250.000.000,00. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan berasal dari pembagian deviden/bagi hasil atas keikutsertaan
dalam penyertaan modal fsabam pada PT. Bank Riau Kepri (Persero) dan Badan Usaha
Pelabuhan [BUF) PT. Pelabuhan kepri. PT. Pembangunan Kepri dan PT, Tirta Kepri.

d]) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, estimasi penerimaan Lain-lain PAD
yang Sah dari target sebelumnya sebesar Rp200.894.700.823,00 mengalami
penurunan target sebesar Rpl08.530.223.739,00 (turun 54,02%) menjadi sehesar
Rp%2.364.477.084.00 hal ini disebablkan pada saat penyusunan APBD 2024
penginputan pendapatan jasa layanan Kesshatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
masih di input di dalam kode rekening Lain-Lain PAD yang Sah dikarenakan tidak
tersedianya rekening pendapatan retribusi jasa layanan keschatan, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian pemindahan penginputan pendapatan jasa layanan kesehatan
kedalam  rekening  pendapatan BLUD jasa layanan ke Betribusi Jasa Umuam
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
Tentang Pajak dan retribusi Daerah dan Peraturan daerah Provinsi Kepulavan Riau
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
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Tabel IV, 3
Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024

“:g:fw JENIS PENERIMAAN | APED MURNI APRDP 2024 SELISIH , mﬁlﬁ:ﬂﬂ""
o | I ; | S ] EOPR . 3=4-3 SRR -
4,004 LAIN - LAIN I00.894.700.823,00 9236447708400 -100.570.222.739,00 B4.983.012.267,69
PENDAPATAN ASLI
. DAERAH YANGSAH i s les s ;
410403  Hasll Pemanfaatan BMD 10.000000.000,00 | 20,000.000,000,0i 10.000,000.000,00
_ . yong Tidak Dipisahkan | S I
4104405 Penerimaan fasa Giro 15.000000,000,00  15.000000.000,00 D08 293413295588
410407  Pendapatin Dunga _ - 33910606000 339.106.06000  339.106.06000
4.1,04.12 Panirlmaan Deada MMITLIAGGII00 4367321089300 490142186000 973340390600
. Pajak
410413 | Pendapatan Denda =1 Z10.000,00 | 210.600,00 | 15472.060.00
. Retribusi Daerah | ——
410416 | Pendapatan jasa 137.122911.790,00 | 13336 188.051,00 ATITTETIATING0 | TLOG0I97. 26581
| layanan {BLUD) . - —
410421 | Pendapatan Denda stas . 15.762.080,00 | 15,762.080,00
Pelanggaran Perataran [
Daerah ' |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riaw, Juli 2024

4.2.2. Pendapatan Transfer

Penyusunan estimasi target Pendapatan Transfer Provinsi Kepulanan Riau pada APED
Perubahan AFPBED Tahum 2024 mengacu/berpedoman pada estimasi target yang
ditetapkan pemerintah, hingga saat ini setidaknya pemerintah telah mengeluarkan
beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Transfer Pusat ke
Daerah dan Dana Desa, Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, estimasi
penerimaan dana transfer mengalami penurunan dari target sebelum nya
HpZ423.162.053.677,00 menjadi Rp2 422.278.420.380,00 penurunan inj disebabkan
sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 sebesar Rp883.633.297,00 menjadi
faktor pengurang alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2024 seseal dengan
Peraturan Mentert Keuangan Nomor 204 ,/PME.0O7 /2022 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik, sehingga estimasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik semula sebesar Rp307 296.370.000,00 menjadi sebesar Rp306.412.736.703,00

+.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, estimasi penerimaazn Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah dari target sebelumnya sebesar Rp1.324.102.500.00,-
mengalami kenalkan target sebesar Bpd 800.000.000.00,- atan naik sebesar 211,46%
menjadi sebesar Rpd.124.102.500.00,- penambahan target ini dikarenakan adanya
estimasi penerimaan dari Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyvarakat Dalam
Megeri/Perorangan dalam Negeri yaitu dari organisasi masyarakat Kerabat Provinsi
Kepulauan Riau jakarta (KPKR]).
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BAB YV
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah dalam perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran
20id4 secara umum difokuskan untuk:

1] Penyesuaian belanja terhadap proyeksi peningkatan pendapatan daerah hingga
akhir tahun 2024, seperti perubahan estimasi pada Pendapatan Pajak Kendaraan
Bermotor (PER), Bea Balik Nama Pajak Rendarsan Bermotor {BEN-KEB), Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor [PEB-KB), Pajak Rokok, dan Pajak Alat Berat
(PAB);

2) Penyesualan belanja daerab sesvai dengan prioritas pembangunan daerah dan
arah kebijakan pemerintah pusat;

3} Penganggaran kembali atas penerimaan 5iLPA Tahun Anggaran 2023 berdasarkan
hasil audit BPK Provinsi Kepulauan Riaw;

4] Penyesuatan terhadap bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana
amanat dari Peraturan Menteri Kevangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang
Inclikacor Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umuom
Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor BOTY;

5) Penyesuaian terhadap bagian DBH yang ditentukan penggunaannya seperti
penggunaan DEH Perkebunan Sawit sebagaimana Peraturan Menterl Keuangan
Momor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

6) Penyesualan Gaji Pegawal dan Tenaga Jasa Non ASN scbagalmana hasil
perhitungan dan rekonsiliasi gaji yang telah dilakukan pada seluruh SKPD di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaw; dan

7) Penyesudian penganpggaran dan pelaksanaan kegiatan mendesak vang telah
dianggarkan melalui mekanisme mendahulul perubahan APBD Tahun Anggaran
2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubermnr.

Dalam periode Januarl hingga [uni 2024, terdapat beberapa kondisi yvang
menyebabkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perly melakukan penvesuaian
terhadap belanja daerah. Dalam periode tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
telah melakukan 2 [dua] kali pergeseran APBD dalam rangka pemenuhan kebutuhan
penyelenggaran pemerintahan daerah, pergeseran yang mendahului perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024 tersebut sebagaimana tabel di bawal i
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Tabel V. 1

Pergeseran Mendahulu Perubahon APBD TA. 2024

K{HE

PERUBAHAN HEBIJAKAN UMUM APSBD PROV, HEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 20204

G URAIAN MUKNI PERGESERAN 1 PERGESERAN 2
& T FINDAPATANDARRAN e | |
4.1 FPENDAFATAN ASLI DAERAH CALTILAGHTAT.040.00 1.791.0866. 74704000  L7T9LEG6T4T 040,00
5 _{PAD) : | :
41.01 | Pajak Daerah ] 1545813 72546300 1545813 72546000 1545813 725.463.00
£1.0101 | Pajuk Kendaraan Bermotor 475,299, 79L404,00 i TEZ9791.404.00  ATZ171.26540400
| (PEB] S
#10102  Bex Balik Nama Kendaraan ITHEAIALG0000  IETAIAIBOG0O000 387934 IR0A00.00
o EI:’I'I:I:II:IIJI.IT T [BBNKE]
810103  Pajak Bahan Bakar Kendaraan 473,715.223.805,00 47T171522388500  473.715.223885.00
_ Bermuotor [FEEKE]
$1.0104 | Pajak Alr Permuknan _! 13.933643.819,00 | 1991641801900 3399364381900
410105 | PajakRokok | 17393068575500 | 1739306B575500 173930.66575500
L1.0017 Fajak Alat Berat 4.138.526.000,00
£1.02 Retritiusl Daerah | IBASEIZOTRAO00 | IBGSHIZOISAN0 | 1BASHINTS400
410202  Retribusi Jasa l'-‘:nha 1586758, 254.00 10,586,758, 254,00 10.584. 75H.254.00
$1.020%  Retribusi Perizinan Tortentu B071.562.500,00 BO71.562500,00 BO71.562.500,00
41.03 Hasil Pengelolaan Kekaynan 26 500000,000,00 26,5400 0000 00,00  EAGO0. 00000
Daerah yang Mpisabkan
210302  Baglan Laba yang Dibagikan 26.500.000.000,00 26.500.000.000,00 | 26,5040.000.000,00
kepala Pemerintah Dasrah
(Dividen} atas Peoyertann Mool
pada BUMD
4104 Lain-kain PAD yany Sah ZO0HIATO0BIIO0 | Z00.94.700HZ3,00 | ZD04 70082300
+1.0403  Hasil Pemanfaatan BMD yang E0000.000.000.00 10,0040, 000.000.00 10.4M1.D00.000,00
Tidak Diprisahkan .
FLOROS | Jas Gho 1 50000400010 . 15.000,000.000.00 | 15 (4] 000000
+.1.04.12 Pumlipiia-n Denda Fa}ih [kaerah JEFT 178903 3..l:||:l 3BTV 1L.TENLOS3.00 ' AT T-‘E'Jl.ﬂnmu
410416  Pendapatan BLUD 13712291179000 1371229107900  137.122.911.790,00
4.2 LP'EHHAFI-T#H TFME«FEH M‘.I'.i Iﬁlﬂil-ﬁﬂ,ﬂﬂ Iﬂllﬁlﬂﬁlﬁﬂm | MIHEI.IEH‘?T oy
£2.01 Pendapatan Transfer 2AZA16ZO53.677.00 | Z423162053677.00 | 2423.562.053677.00
| Pemerintab Pusat
420141 Dana I‘Eﬂmbamun LALERSOAILETIO0  ZAI4B5043L67T.00  2ALEBSOATIATTON
420106 | Inentil Fiskal A311.622.000,00 8.311422000,00 | A.311.622.000,00
+3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 1.324.102,500,00 1.324.102.500,00 1.324.102.500,00
DAERAH YANG SAH d . T R, I D
4.3.01 Pendapatan Hibah 132410250000 1.324.102.500,00 1.324.102.500,00
430104 | Pendapatan Hibak dari i 1324.102.500,00 | 1.324.102.500,00 | 1.324.102.500,00
Badan/Lembaga Organisasi
Diakam Megeri/Luar Neperi | |
[ 5 r mm 1
&1 BELANJA OPERAS] 1351.525?15.9".“ FZZ5.0Z3.564400,00  RITTH41.385.242.00
5141 Belanja Pegawal 1.286421.775.1 1200 1.2B6421.775.112,00 1.2B6.421.775112,00
510101 | Belanja Gall dan Tunjangan ASN ~ 47563362298200 | 47570356659100 | 478.164.760.01500
510102  Belanjs Tambahan Penghasilan S88.609.799.503,00 SH4.730.855.804,00 586,27H.66Z.470,00
ASN
510103  Tambahan Pengleasilan 168066467 506,00 |6E966 46T BBE00  16B966.467.BB600
terdasarkain Perdmbangzan
_ Dujetiilalang i = e —
V.58
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PERUBAHAN KEBIJAHAN UMUM APED PROV. HEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

HEKENING URAIAN MIURNKI PERGESERAN 1 PERGESERAN 2
510104  Belanja Gaji dan Tunjangan 2985588336800 | 2985588336800 19855 BRIZ6RA0
(R
510005  Belanja Gaj dan Tunjangsn 1546267 R4900 | 1.545.267.849.00 I 546267 B49,00
KO /WHDH
510106  Belamjs Penerimaan Lainmya 2.601.421.560,00 160142156000 = 2460142156000
Plmginan DFRD serta
KDH/WKDH
510199 Belanjs Pegawad BLUD 19.008.311.564,00 1900831196400 1900831196400
5.1.02  Belanja Barang dan faza 1565.07R6A1556,00 1520.178.009.15600 | 1.536.394.2F9 808,00
510201 | Belanja Barang 441 962AIZH14,00 #41.658.965 046,00 '  440815.963.907,00
510207  Befanja Jasa S60.066113270.00  5SEAS2250161000  SAZ129.B6843700
510008 | Belanja Pemeliharaan 79554.097.574,00 | 7964 1.168.474,00 ['_ﬁﬁazmnm
510204  Belanja Perjalanan Dinas 142741 408.953,00 1430166, 199, 795,00 143565 084.957,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau [asa FRAT4A33412,00 $8.611.629.200,00 | 66,969, 449.000,00
intul Diberikan kepada Pihak
| Ketiga/ Pinak Lain/Masyarakat _
510000 | e Borng danfasa80S | 11S02004766L00 115021067 66100 | TIS0IL00 A6T00
h1.0299 _Eehn]u Basapg dan fasa BLUD 108056607 372,00 TOELA 56,607 3T Z 00 103.1]156.&1}?.3?1.&]
5.1.03 Helanja Bunga 4.6H0.999 444,00 468090944000 4. GR0.599. 440,00
510304 | Belanja Bungs Utang Pinjaman 4680999 440,00 LGB0 OYEA400 | 0 4GE0S9944000
| kepada Lembaga Keuangan
| Bulkan Bank (LKAR) |
5.1.04 Belan|a Sibsidl 3374.650.000,00 3.374.650.000,00 | 3.374.650.000,00
5104081 | Belanja Subsidi kepada BUMN 237465000000 2.374.650.000,00 2374, 55|]|.|:|[H.'.| 00
510402 | Belanja Subsdi kepada BUMD. 100000000000 1008.000.000,00 | 1000.0D0.000,00
5,105 Belanfa Hibah 386541105 BE2,00 396,541 105.882,00 | | 386,541 105.802,00
510501 | Belanjs Hihab kepala 161.603.7646.600,00 161,600 76660000 | 161,693 766.600,00
Pemerintah Pusat | -
510505 Balanja Hihah kepada Badan, 191615321 H0900 191,613 200.609,00 | 191,633 201.40% 00
Lembaga, Organisasd |
Femagyarakatan yang Berbadan
Hukum Indonpesia |
510506  Belanja Hibah Dana BOS IMORTATIATAIO  ZAOBTETAGTION  2ROBTATIEII00
510507 | Belanja Hikah Bantuan 5.146.464.000,00 5.146.464.000,00 5146464 000,00
I{rum;g,m I:|:|1=|:|=. PFarta Poditik
5.1.06 | Belania Bantuan Sosial 5428.565.000,00 | 23.827 324.900,00 | 54256500000
510601  Belanjs Bantuan Sosial kepads 4.175.200.000,00 1257395900000 417520000000
_1|1|:Iu.l1du e . {
S00802 | Belanja Bantuan Smsial kepada PUAI6H.000,00 | LAAGS. 00 913 36500000
| Meluarga =~ { : :
S0e03 Belanja Bantuar Sosial ltnpa-dn 340.000.000,00 | 40 M0 L00 A4 0L MELERLA0
| Kelompok Masyarakat
52 BELANJA MODAL 342.537.423.907,00 | 344.595.23640700  346.777.815.65500
5201 | Belanja Modal Tanah 119450000000 | 1194500.00000 1.194.500.000.00
520101 Ea.nua Modal Tanah 1.194.500,000,00 | LI9450000000  L194.500.000.00
5.2.08 Eﬂinli Modal Peralatan dan 106265992 389,00 | 126.769.066.285.00 123,769 481.507.00
| Mesin
520201  Belanja Modal Alat Besar A1 490, 840,00 61349094000 61349094000
520202 | Belanja Modal Alat Anghutan 15.570.698.080,00 15.5T0.898.080,00 | 15.570.89E.080,00
520203 | Belanjs Modal Alat Benghel dan 26EETO00,00 | eEETHOO00 | 164B7000,00
Alat Lieur |
520204  Belanja Modal Alat Pertanian 16387446000 16187446000  1I7LAT446000
V-09




HODE

REKENING | URATAN MURNI PERGESERAN1 |  PERGESERAN 2
520205 | Belanja Modal Alat Kantor dan 1607475071000 | 24,977 838,510,00 | 24.930.705 366,00
Rumah Tangga
520006 | Belanja Modal Ala Studio, 1.223214.190,00 | 3.400.870.390,00 | IABZ097 367,00
Kmnuni]ﬂ.'a_ dan  Pemancar
520207  Belanja Modal Alat Kedokteran B.646.7 59505 00 BE4673950500 . BA46739.505,00
dan Kesehatan
S20208 | Belang Modal Alat BL0496.1 26,04 |4AODAS192600 1524217192600
laboratorivm
520210 | Balanja Modal Humrl-ul:r 1215119147400 | 1283166657400 | 12835 wi 95&,nn
520211 | Belanja Modal Alat Eksplocasi 30.000.000,00 30,000,004,00 | 30.000.000,00
520215 | Belanja Modal Alat Keselamatan 39.3072.500,00 3930280000 41,997 B0O,0D
Kerja
S20218 | Belanja Modal Rambu-Rambu 2005 953.084,00 2.005933.084,00 | 200593208400
520217 | Belanja Modal Peralatan 23.000.000,60 ZTO00.00000 | EE000.000,00
| Olahras | |
520288 Eelanja Modal Peralatan dan ELHER EI B LR 15030145, 666,00 . 16.030.149. 66600
Mesin BOS
520259 Belanja Modal Perabatan dan 2057992 45400 HOST 99245400 | H.057 992 454,00
pem | —
5203 | Belanja Modal Gedurg dan 169,792 454.743,00 149.319.372.143,00 | 149.499.372.143,00
| Bangunan _ .
520301 | Belanja Modal Bangunan 161562 660.443,00 140045 HIZEA300 | 141125832.84300
ﬁmumr
520304 | Belanja Modal Tugu Titik 1 .229.785.300,00 .373.539.300,00 B373.529.200,00
Kontrol Pasti
5204 Belatja Modal Jalan, Jatingan, 86,679 45870600 669,458, 786.00 A6 669450 TR0
dan lrigas|
S.I0401 | Belanja Modal jalan dam 3050001 4.000,00 | L4900 01400000 | “30.409.014.000,00
lembatan
520402 | Befanja Modal Bangunan Air 5.504500.367,00 | 5.504.500.367.00 | 550450036700
520403 Belanja Modal Instalzg | 231326 000,00 | $A33.326.08000 18333 26.080,00
520404  Belanja Modal Jaringan 7H32618.339,00 THIL6ISITN00 | TBI2.618339,00
a2.05 Bedanjs Madai Aset Tetap |
| Laingya 18,601 017.989,00 18,642.839. 189,00 18.545.003.219,00
520501 EIBiin]i-Hudii Banan | H4m496 KK, 00 Haa, 45080000 ' Haa 4 %o 0000
Perpustakiaan |
L0502 "'E_J;Efa._ﬁaii Barung Bercorak | 132153218900 136535328900 1.367.517419,00
| Kesenian Kebuldayaan /Olahraga | L. ! . -
S20588 E:ianﬂl'lﬂda]ﬁsuﬂ'ﬂ:‘lu TEA30,589.0040,00 16430 965.000,00 | 1643036 %.000.04
| Lainnya BOS ! '
e | Belanja Modal Azt Lainnya ! i b e 200000000000 | Z4M0.000.000,00
520699  Belanja Modal Aset Lainnya 2.000.000.000,00 204 DDA00, 04 2.0 000.000,00
BLUD
a4 _BELANJATIDAKTERDUGA | 20.000.000.000,00  20.000.000.000,00 | 19.500.000.000,00
5301 HEL.H.HJH-T] DAK TERDUGA | 20000 004.000,00 EU.EM.JJDMW o 150 SO0 0 0L, 5
510101  DELANJATIDAK TERDUGA | 200000.000.000.00 2000000000000 1950000000000
54 |_|1:_1._.t_qunm 730.876487.77200 | 7S5320487.772,00 | 755.820487.77200
5401 [ H'ailli ng Hi.il Hasil ?23-‘[’-‘-"&4&‘:‘-‘1'7_2.1}!] | 7IR6TAABTITZ00 TEF E?E-'I-E'i" ]‘?I Dy
540101  Belanjs Bagi Hasi Pajak Daerah ~ 72B.676ABT7TZ00  TISATHABTTTZO0 | TIRGTAABT.ITZ.O0
HKepada Pemerintahan
Habupaten Kot dan Desa
5402 Belanja Rantuan Keuangan 2.200.000.000,00 26.64-4.000.000,00 27.14:4.000.000,00
V-6l
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KODE

|
REKENING | u_hmnl - ! MURNI PERGESFRAN 1 PERGESERAN 2
540201  Belanja Bantuan Keuangan antar | e —
[serah Provemsi SO0.000.000,00
540203 | Belanja Ramtuan Keuangan ' 15,200 000.000,00 | 15,200 000,000,00
Daerah Provins ke [
Kabupaten /Kota
540205  Belanjs Bantuan Keuangan 1200000.000,00 1143500000000  11435.000000,00
Dmerah Provins! ataw
Kabaipaten fKots lepada Desa
6 | PEMBIAYAANDAERAH =
61 | PENERIMAAN PEMBIAVAAN 220.639.929487,00  Z20.639.92948700 | 120.639.9279.487,00
61.01 Sisa |ebih Perhitingan | L20.63% 939.467.00 220630929 287,00 | F20.639 929 487,00
) [ .ﬁ.nmamn T:hun 'i:hellmm}m . [
£1.0107 | Sisa Dana Akihat Thiak Z20.539929487,00  220.639.929.487,00 |_ 220,639.920 487,00
Tercapaimya Capaian Target
Kimerjd dan Sisa Dana
| Pengelunran Pembinyman |
f20d Pembayaran Cicilan Pokak 83053, 14403500 0206314403500 9205214403500
B | _Lrun; _ya:l-gj;lhlh Tl‘.-l'rlpﬂ )
620301  Pembayaran Pinjaman Baerah 97 .053.144.035,00 92053144 035,00 92.053.144.035,00
 dari Pemerintah Fusat |
f.3 Sisa Lobih Pembisyaan |
Anggaran lmerah Tabhun
| Berlkenaan [SILPA)
jumlah Belanja | 4344 939.600.669,00  4.344.930 68066000 | 4,3448.939.688.669 00
Jumilah Pendapatan | 4.216352.903.217.00  4,216,352.903,217.00 | $.21R352.903.217.00
Jumilah Penerimaan Pembiayaan | 220639929487,00  220.639.929.48700 | 120.639.929.487.00
fumilah Peageluaran Pembiayaan 2053 144.005,00 205314403500 FZO53 14403500
Pembilayaan Netto 128586, 7ESA52,00  128.586.785.452,00 1 20,506, T85,452,00
Totnl Surplus,/[Defisit]  -128.586,785455,00 | -128.586.785.452,00 -128.586.785.452.00

Sumber: SIPD Rl {data olahan}, 2024

Dalam perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, arah kebijakan
masing-masing jenis belanfa secara rincl sebagal berikot:

» Belanja Operasl

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang member! manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri

dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan digunakan untuk menampung kebutuhan:

a) Gaji ASN beserta tunjangan untuk keperluan 14 bulan, tunjangan Hari Raya dan

Gaji Ketiga Belas;

b} Tambahan Penghasilan ASN;
¢} Insentif Pajak dan Retribusi daerah;

PERUBAHAN HEBIJAKAN UMUM APBD PROV., HEPULAUAN RIAU
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d} Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektil Lainnya ASN
termasuk didalamnya Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja
Tunjangan Khusus Guru [TKG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil)
Guru PNSD, Belanja [asa Pelayanan Kesehatan bagli ASN, Belanja Honorarium

Penanggungiawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan
Barang/Jasa; dan

e} Kebutuhan kenaikan gajl berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan
mutas| pegawal dengan memperhitungkan akress,

2] Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ Jasa
vang nilal manfaatnya kurang darl 12 {dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang
akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa
diarahkan pada:

a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal [SPM);
b] Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs):

c] Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah
tahun 2024

d} Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan
tugas dan fungsi perangkat daerakh;

€] Pelaksanaan keglatan/sub  kegiatan dari alokasi anggaran  yang. bersifat
khusus/spesific grant seperti Dana Alokasi Khusus, Insentif Fiskal dan Bagian
Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya; dan

f1 Belanja Jasa Tenaga Non ASN termasuk di dalamnya Belanja |asa Tenaga
Pendidikan, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dan Belanja Jasa Tenaga lainnya serta
Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja luran Jaminan Kecelakaan
Kerja bagi Non ASN, Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN, Belanja Jasa
Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Jasa
Insentif bagi Pepawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

1) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang
dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga
akan menampung kewajlban bunga pinjaman daerah tahun 2024 Dari pinjaman
tersebut pada perubahan APBD tahun 2024 ini perlu dianggarkan pembayaran bunga
utang aleh Pemerintah Provinsi Kepulasan Riau sebesar Rp4.680.999.440,00 (empat
milior enam retus defapan puluh futa sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
empat ratus empat puluh rupiak).
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4] BHelanja Subsidi

Belanja subsidi merupakan belanja yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa
yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atan badan usaha milik
swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan schingga dapat
terjangkau oleh masyarakat. Pada perubahan APBD tahun 2024 ini perlo dianggarkan
belanja subsidi  sebesar RpL.764.650.000,00 (sotu milfar tuuh ratus enam pulih
empot fuba enam ratus lima pufuh ribu rupiah).

5) Helanja Hibah

a) Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta
organisas| kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
ticlak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuall ditentukan laln sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangam;

b} Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan
Kegizran Pemerintah Provinsi Kepulswan Riau guna mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan  belanja  Urusan
Femerintahan Wajib dan Uruzan Pemerintahan Pilihan, kecuall diteniukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c] Pemberian hibah baik berupa vang maupun barang diangearkan pada Perangkat
Daerah berkenaan.

6) Belanja Bantuan Sosial

a] Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
berupa vang dan/ atau barang kepada individy, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat vang sifatnya tidak secara terus menerus dan selekul vang bertujuan
untuk mefindungl darl kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuall daiam
keadaan vertentu dapat berkelanjutan. Keadaan terventu dapat berkelanjutan
diartikan bahwa hantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari reésiko soslal.

b} Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APRD sesuai dengan Kemampaan
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan  pemenuhan  belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentulan lain
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¢} Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan
pada peranglkat daerah bersanghkutan.
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5.1.2, Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuban infrastruliur yang menjadi
prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan infrastrulktur dasar
dan perkotaan yang mengarah pada:

1) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal {SPM)
Z] Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/5DGs].

3) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan dacrah
tahun 2024,

4] Pelaksanaan keglatan/sub keglatan darl alokasi anggaran vang bersifat
khusus/spesific grant seperti Dana Alokasi Khusus, Insentif Fiskal dan Bagian
Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Pengeunzannya; dan

5] Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dasrah dan
tugas dan fungsi perangkat daerah.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanfa tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
pembayvaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumaoya.,

5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer moerupakan pengelusran vang dari Pemerintah Dacrah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dany atay dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah
desa.

52. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Bencana perubahan belanja dasrah Provinsi Kepulauan Riaw taban 20024 dapat dilinat
pada tabel berikut:

V-bd
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada perubahan KUA tahun
2024 berasal dari 5isa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA] yang
disesualkan dengan hasll audit Badan Pemeriksa Kevangan (BPE) Rl Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau, vakni dari sebelumnya sebesar RpZ220.639.929.487,00
{dua rabus dwa puluh miligr enam ratus Hge puluh sembilan juta sembilan ratus dug
pululy  sembilan by empat  rofus delopan paluh tufel ropich)  menjadi
Rp231.214.715.013,24 {duo ratus tiga puluh satu milior dun rotus empat belas juta
fefuh ratws fimo belas ribe oo belas koma dea paluh empat rupioh)] atau mengalami
kenaikan sebesar Rp10.574.785.526,24 (sepuluh millar lima ratus tujuh puluh empat
Juta tufuh ratus delapan peluh lma dlbu Nma rabus dug poluh enam koma dea puleh
empat rupiah).

6.2, HKebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayvasan daerah Provinsi Kepulawan Riau Tabun 2024 adalah berupa
Pembayaran Cicilan Pokok Utang vang Jatuh Tempo atas Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat-Penemsan Pinjaman Dalam Megeri-Jangka Menengah kepada FT.
SMI. Untuk lkebijakan pengeluaran pembiayvaan ini tidak terjadi perubahan dari
penganggaran murni di APBD 2024, yvaknl sebesar Rp92.053.144.035,00 [sembilan
palech doa miliar o peluk Bga fute serotus empat paleh empat ribo tiga puleh ima
rupiah),

Rencana perubahan pembiavaan daerah provins! Kepulauan Riau dalam rancangan
perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ini sebagaimana tabel berilout:

Tabel V1, 1
Rencana Perubahan Pembiavasn Daerah Provinst Kepulauan Bisu
Tahum 2024
| RANCANGAN . BERTAMEAH /{BERKURANG)
KODE THAIAN APHD MUKRNI 2024 PERUBAHAN (Rpl %
i ] ] | 4 | 5 f
6 _ PEMBIAYAAN
&1 _ PENERIMAAN PEMBIAYAAN &
H.101 Sida Lebih Perhitungan Anggaran | 220639929447.00 | 231471501324 | 105747B5.526,24 +.79%
__Tahun Sebeimmnys . o | | E—
Jumlish Penerimaan Pembiayaan | 220639929487 | I3LI14.715013 | 1057478552624 |  479%
6.2 | FENGELUARAN PEMBIAYAAN
&2.03 Pembayaran Cialan Pokok Utang | 2053 144.0035,00 20531 44.035,00 0,04 0,009
| yang ok Vempo % I PRIV ] i P! S ey
Jumlah Mengeluaran Membiayain 053149035 FRAOGIA4HOFE 000 Oph 000
Pemblayaan Netto 120.5086, TES.452 139.161.570.978 10574785526 3.38%

Sumber; Data Olahan, 2024
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BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Untuk mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah diperlukan kebijakan-
kebijakan dl idang pendapatan daerah dalam Tahun 2024, berbagal upaya
peningkatan kinerja pendapatan akan terus ditempuh baik melalul intensifikasi
maupun ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek
legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan
masyarakat serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Upaya yang di tempuh untuk mendorong peningkatan PAD antara lain adalah sebagal

berikut :

1} Penyempurnaan regulasi pelaksanaan perpajakan daerah dan retribusl daerah
dengan berpedoman pada UU HKPD dan Peraturan pelaksanaannya;

2} Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan
retribusi dasrah;

3} Inventarisasi dan identifikasi potensi pajak. baik vang sudah dipungut maupun
potensi pajak yang belum dan akan dipungut. Seperti optimalisasi penagihan
terhadap pembayaran tunggakan pajak. penggalian potensi baru dari Pajak Alat
Rerat, dan berkoordinasi dengan Kemendagri secara periodik terkait peraturan
vang mengatur Nilai jula Kendaraan Bermotor dan Alat Berat;

4] Melakukan sosialisasi dan penyeberluasan informasi ketentuan pajak daerah dan
retribus| daerah yang baru melalui berbagai media komunikast dan publikasi;

5) Meningkatkan sinergl dan kerjasama optimalisasi pemungian pajak dacrah
dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak
ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

6] Pemenuhan sarana dan prasarana peninghatan pelayanan pembayaran pajak:

71 Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi;

B) Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagal upaya
meningkatkan retribusi daerah;

91 Meningkatkan sinergi dian kerjasama dengan OPD Penghasil dan instansi terkait
dalam penggalian potensi retribusi sebagal upaya peningkatan pendapatan
retribus] daerah;

10] Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan
BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi berupa deviden secara signifikan
terhadap Pendapatan Daerah;

11) Penpuatan  kelembagaan dan  sinergitas antar BUMD dan OPD serta
mengembangkan potensi usaha;

1Z) Revitalisasi dan pendavagunaan kekayaan daerah agar untuk dikelola atau
dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;

13) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
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L&) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan
daerah; dan

15) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat. instansi
terkaltl. dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka penyelesaiaan kinerja
sebagai sarat salur serta peningkatan pendapatan Dana Transfer ke Daerah

7.2, Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Dalam upaya optimalisasi pencapalan belanja daerah pada tahun 2024, maka beberapa

tndakan yang menjadi perhatian antara lain:

1} Pelaksanaan belanja program pembangunan daerah sesual dengan prioritas dan
kebwituhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebotuhan wrusan
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran
pembangunan tahun 2024,

2] Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis
kinerja, yaitu dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang
dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran,

3} Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan
daerah dan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesual dengan
kewenangan Daerah, mendanai arah kebijakan vang bersifat mandatory,
pencapian standar pelayanan minimal, pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan dengan mempertimbangkan aspek efesiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah;

4) Belanja daerah dioptimalkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;

3) Belanja daerah yang bersifat pembangunan fisik segera diselesaikan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan; dan

6) Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan Ketentuan
pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dacrah pada perubahan KUA diperoleh dari penerimaan pemblayaan dan
pengeluaran pembiayaan, uniuk penerimaan pembiayaan diperoleh darl Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA), Pada rancangan perubahan KUA
2024, besaran SILPA didasarkan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl
Perwakilan Provinsl Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023,

m—— = — —
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BAB VI
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD [KUA) merupakan dokumen awal pada proses perencanaan dan
penganggaran kevangan derah. Setelah sebelumnya ditetapkan dokumen Perubahan RKPD
Tahun 2024 maka penyusunan dokumen Perubahan KUA merupakan implikasid lanjutan dari
berakhirnya proses perubahan perencanaan pembangunan daerah,

D1 dalam dokumen KUA termuat beberapa hal seperti kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 [satu) tahun, Pada tahun
2024 ini setelah memperhatikan situasi/kondisi hingga bulan Juni 2024, khususnya dengan
mencermati Laporan Healisasl Anggaran [LRA) Semester Pertama APHD dan Prognosis
Semester Kedua, maka dipandang perlu untuk disusun dokumen perubahan Kebijakan Umum
APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024,

Dokumen Perubahan KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak terkait
dalam menyusun perencanaan anggaran di Provinsl Kepulauan Rlau pada semester kedua
tahun 2024 dan dapat mengoptimalkan kondisi daerah dan pembangunan masyarakat di akhir
tahun mendatang. Dengan demikian diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dapat
merasakan manfaatnya secara aptimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Selanjutnya rancangan Perubahan KUA vang disepakati, nantinya akan menjadi dasar dalam
menyusun Nota Kesepakatan Perubahan KUA Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024
antara Pemerintah Provins Kepulasan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPREDY)
Provinsi Kepulavan Riau yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam
penyusunan Perubahan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) Tahun
Angparan 2024.

Demikian rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD inl dibuat untuk menjadi pedoman
dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,
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